MENTERI KEUANGAN
REPUBLIX INDONESIA

SALINANW

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  139/PME. D6/2020
TENTANG
TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS
NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER]I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3),
Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20,
Pasal 23 avat (5), dan Pasal 35 ayvat (2] Peraturan Presiden
Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis MNasional oleh
Lembaga Manajemen Aset Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayvat (3] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
o



Menetapkan

s

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang

Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Provek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 135);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMEK.O1/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PME.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PME.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerga Kementerian
Keuangan (Benta Negara Republik Indenesia Tahun 2019
Nomaor 17435);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI FROYEK STRATEGIS
NASIONAL OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
pelaksanaan pembayaran atas pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum pada Provek
Strategis Nasional.

2,  Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memben Ganti Kerugian yvang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam
perafuran perundang-undangan di bidang pengadaan

tanah bagi permbangunan untuk kepentingan umum.
el
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11.

Proyek  Strategis Nasional adalah proyek vang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah.

Pihak yang Berhak adalah pihak yvang menguasai atau
memiliki Objek Pengadaan Tanah.

Ganti Kerugian adalah penggantian vang layak dan adil
kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan
Tanah.

Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelengearakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Menteri/ Kepala adalah pemimpin kementerian/lembaga
yvang tugas dan fungsinya melalkukan pembinaan pada
sektor vang termasuk dalam Proyvek Strategis Nasional.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastrukiur Prioritas
vang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komile yvang
dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruldur
priorilas vang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas.

Pelaksana Penpadaan Tanah adalah tim pelaksana yang
dibentuk oleh  kementerian  vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang
dalam  rangka  pelaksanaan Pengadaan  Tanah
gebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penvelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Bendahara Umum Negara vang selanjutnya disingkat BUN
adalah Menteri Keuangan vang memiliki tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara vang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yvang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian /lembaga.

"
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Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
vang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah  unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawah
atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA
BUN adalah pejabat eselon | di lingkungan Kementerian
Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN
dan bertindak untuk menandatangani daftar isian
pelaksanaan anggaran BUN,

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di
kementerian /lembaga yvang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran vang berasal dari
BA BUN,

Kuasa Pengguna Anggaran yvang sclanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada kementerian (lembaga vang bersanglutan.

Pejabat Pembuat Komitmen vang sclanjutnyva disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
Pengpuna Anggaran,/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan vang dapat mengakibatkan
pengeluaran angparan belanja negara,

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh  Pengguna  Anggaran/KPA  untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan

menerbitkan perintah pembayaran,

o
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Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitlan oleh KPA/PPK, yvang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disinglkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana yvang bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Penecairan Dana vang selanjuinya disingleat
SP2D adalah surat perintah vang diterbitkan oleh kantor
pelayanan perbendaharaan negara selaku Kuasa BUN
untulk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.

Daftar Isian Pelaksanasn Anggaran Bendahara Umum
Negara yvang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran vang disusun aleh
PA/KPA atau PA/KPA BUN.

Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara yang
gselanjutnya disingkat KPPN adalah instansi wvertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
Kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN,

Surat Permintaan Pembavaran Ganti Kerugian yang
selanjutnya  disingkat SPP-GK  adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK Pengadaan Tanah pada
kementerian /lembaga, vang berisi permintaan
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada
Menteri/ Kepala atan Badan Usaha.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang vang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dan perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau dipercleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Lembaga Manajemen Aset Negara vang selanjutnya
disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan

v



Kementerian Keuangan vang melaksanakan tugas dan
fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum.

27. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari
pembiayaan beserta hasil pengelolaannva untuk
Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional,
yvang dikelola oleh LMAN.

28. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan
hukum dari Pihak vang Berhak dalam proses Pengadaan
Tanah.

29, Penilai Pertanahan adalah orang perseorangan yang
melakukan penilaian secara independen dan profesional
yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menten
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga
Objek Pengadaan Tanah.

30. Badan Usaha adalah Badan Usaha vang berbentuk Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha swasta yang
berbentuk perseroan terbatas.

31. Badan Usaha Milik Negara yvang selanjutnya disingkat
BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki cleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara vang
dipisahkan.

32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyva disingkat
BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnyva dimiliki oleh daerah,

33. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah
dan bawah tanah, banpunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah, atau lainnya vang dapat dinilai.

Pasal 2
(1] Peraturan Menten ini mengatur mengenai Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang
dilaksanakan oleh LMAN.
.



(2] Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] meliputi:

8. mekanisme perencanaan dan penganggaran; dan

b. pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
kepada Pihak yang Berhak atau Badan Usaha yang
telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran
Ganti Kerugian berdasarkan surat permohonan dari
Menteri/Kepala.

i3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
proses:

a. perencanaan dan penganggaran pada BA BUN;

b. pencairan alokasi dana Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional dari Rekening Kas Umum Negara;
pengelolaan Dana Jangka Panjang;

d. pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan

c. pertanggungjawaban Pendanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 3
Pendanaan ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh:
a.  kementerian /lembaga; dan/atan
b. BUMN.

Pasal 4

{1} Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis
Nasional dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan
tujuan pembentukan Dana Jangka Panjang.

|2} Pembiayaan untuk Pendanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

(3) Pengalokasian pembiayaan schagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupalan BA BUN.

(4] Direktorat Jenderal Kekayvaan Negara merupakan PPA
BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5] Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional, Mentern Keuangan selaku

rﬂ"
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Pengpuna Anggaran BUN menunjuk permmimpin LMAN
selaku KPA BUN,

(6] Dalam hal pemimpin LMAN bukan berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil, maka Menteri Kenangan menunjuk
pejabat di lingkungan LMAN yang berstatus sebagai
Pegawai Neperi Sipll untuk menjadi KPA BUN dalam
pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyvek
Strategis Nasional.

Pasal 5

(1} Penggunaan Dana Jangka Panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} untuk Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dicatat
sebagai belanja modal cleh kementerian/lembaga selaku
instansi yvang memerlukan tanah.

{2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi penambah belanja pada kementerian /lembaga

bersangkutan,

Pasal 6

Penggunaan Dana Jangka Panjang scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada
Pihak yang Berhak atau melalui penitipan kepada
Pengadilan Negeri setempat; atau

b. pembayaran kepada Badan Usaha yang telah terlebih
dahulu melaksanakan pembavaran Ganti Kerugian.

Pasal 7

(1] Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Stratcgis
Nasional dilaksanakan terhadap Objek Pengadaan Tanah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.

(2] Dalam hal Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Objck
Pengadaan Tanah berupa:



a. tanah instansi, berupa BMN/BMD dan milik
BUMN/BUMD;

b. tanah wakaf;
tanah kas desa;

d. asct desa; dan

e, kawasan hutan,

pelaksanaannya dilakukan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional wvang
Penidanaannya bersumber dari Dana Jangka Panjang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai
dengan keteninan peraturan perundang-undanpan di bidang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

UM,

Pasal 9
Biaya operasional dan/atau biaya pendukung Pengadaan
Tanah bagi Proyek BStrategis Nasional dilakukan melalui
anggaran belanja modal pada kementerian/lembaga sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 11
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesam
Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Keuangan

Pasal 10
(1] Menteri Keuangan selaku  BUN  berwenang dan
bertanggung jawab atas Pendanaan Pengadaan Tanah
dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional vang
terdiri atas:
a. perencanaan dan penganggaran Ganti Kerugian

Pengadaan Tanah sesual dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan
Menteri/Kepala; dan

b. pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak wyang
Berhak atau Badan Usaha yang telah terlebih dahulu
melaksanakan — pembayaran  Ganti  Kerugian,
berdasarkan surat permohonan dari Menteri/Kepala.

(2) Perencansan dan penpanggaran Ganti  Kerugian
Pengadaan Tanah scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a meliputi penganggaran alokasi dana Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah pada BA BUN.

(3) Pembayaran Gantl Kerugian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi penyaluran uvang Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak atau Badan
Usaha.

(4] Penyaluran uang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} disalurkan ke rekening tujuan, terbatas pada
besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah,

[2] Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada
pemimpin LMAN, baik selaku KPA BUN dan pemimpin

satuan kerja badan layanan umum,

Pasal 11

(1] Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN selaku
KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
dilakukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran serta pencairan alokasi anggaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek Stlrategis
Nasional.

(2] Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN selaku
EPA BUN dalam rangka pelaksanaan percncanaan dan
penganggaran schagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penelaahan perencanaan kebutuhan dana wvang

disampaikan cleh Menteri/Kepala;

s
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b. penganggaran uang Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah pada BA BUN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. penyesuaian alokasi uang Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah bagi Proyek Strategis Nasional berdasarkan
ketersediaan Dana Jangka Panjang;

d. penetapan Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan
Tanah bagi Provek Strategis Nasional Tahunan;:

e. penvesuaian Daftar Prioritas Pendanaan Pengadasn
Tanah bagi Provek Strategis Nasional Tahunan;

f.  pelaporan pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional.

Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN selaku

KPA BUN dalam rangka pelaksanaan pencairan alckasi

anggaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan pejabat perbendaharaan; dan

b. pengajuan pencairan uang Ganti  Kerugian
Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara
ke rekening LMAN sesuai denpan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat perbendaharaan vang ditetapkan oleh KPA BUN

schagaimana dimaksud pada ayvat {3) huruf a terdiri atas:

a. PPK;

b. PPSPM,; dan

c. Bendahara Pengeluaran.

Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4} harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan LMAN.

Pelaksanaan tanggung jawab KPA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pejabat perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4] terbatas pada usulan

Menteri/ Kepala selaku instansi yvang memerlukan tanah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang KPA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pejabat perbendaharaan

sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilakukan sesuail
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Pasal 12

(1] Kewenangan dan tangsung jawab pemimpin LMAN selaku
pemimpin satuan kerja badan layanan umum dilakukan
dalam rangka pengelolaan Dana Jangka Panjang dan
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional.

(2} Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN dalam
rangka pengelolaan Dana Jangka Panjang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi;

a. penempatan Dana Jangka Panjang; dan

b.  penggunaan hasil pengelolaan Dana Jangka Panjang,

(3] Kewenangan dan tanggung jawab pemimpin LMAN dalam
rangka pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
stbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian administrasi atas permohonan
pembayaran yang diajukan oleh Menteri/Kepala;

b. pembayaran uang Gantl Kerugian Pengadaan Tanah
kepada Pihak vyang Berhak/Pengadilan Negeri
setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional ke rekening tujuan;

c. penandatanganan Nota Kesepahaman dalam ranghka
pembayaran kepada Badan Usaha yang telah terlebih
dahulu melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian;

d. pembayaran kepada Badan Usaha yang telah terlehih
dahulu melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian
ke rekening tujuan; dan

e. pelaporan pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyvek Strategis Nasional.

(4] Pemimpin LMAN dapat melimpahkan  scbagian
kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dan ayat (3) kepada pejabat di lingkungan
LMAN. s
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Bagian Kedua
Eewenangan dan Tanggung Jawab Menteri/Kepala

Pasal 13

(1) Menteri/Kepala bertangpung jawab selaku instansi yang
memerlukan tanah dalam proses Pengadaan Tanah bagi
Proyek Strategis Nasional sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Penpadaan Tanah
bagi Proyek  Strategis Nasional, Menteri/Kepala
bertanggpung jawab atas pelaksanaan:

4. perencanaan kebutuhan pendanaan dan
perencanaan penganpgearan tahunan;

b. pengujian tagihan pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah berdasarkan wvalidasi dari Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah; dan

. pengajuan permohonan pembavaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah kepada LMAN.

(3] Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab schagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepala memiliki
kewenangan sebagai berilut:

a. mengangkat KPA di lingkungan
kementerian/lembaga dalam rangka Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional;

b. menyusun dokumen perencanaan  kebutuhan
Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;

C. meminta aparat pengawasan intern pemerintah di
lingkungan kementerian/lembaga untuk melakukan
revin  atas perencanaan kebutuhan dan/ataug
pengujian  tagihan pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;

d. mengusulkan revisi DIPA belanja meodal pada
kementerian /lembaga kepada Direktorat Jenderal

4
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Anggaran dalam rangka pencatatan belanja modal
hasil Pendanaan Pengadaan Tanah;

e. mengusulkan pengesahan belanja modal kepada
KPPN mitra kerja atas hasil Pendanaan Pengadaan
Tanah;

.  mengajukan permohonan  pembayaran  Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN;

g. mengajukan permohonan pengembalian dana Badan
Usaha wyang terlebih dahulu digunakan untuk
pclaksanaan Pengadaan Tanah Provek Strategis
Masional kepada LMAN berikut biaya dana (cost of
fund), jika ada;

h. menyalurkan sisa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
atas penyediaan aset penpganti kepada Pihak yang
Berhak atau Rekening Kas Umum Negara;

I. menandatangani perjanjian penggunaan dana Badan
Usaha terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi
Proyek Strategis Nasional;

J.  menandatangani nota kesepahaman pembayaran

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan LMAN dan
Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah vang
mengpunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu;

k. melakukan monitoring atas pelaksanaan
pembangunan dan pengoperasian infrastrukiur;

L. melakukan koordinasi dengan pemimpin Badan
Usaha untuk pengurusan pensertipikatan atas nama
Pemerintah Eepublik Indonesia €.q.
kementerian/lembaga; dan

m. mengajukan permohonan pensertipilkatan aset hasil
Pengadasn Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan
setempat.

Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah

sechagaimana dimaksud pada avat (2}, Menteri/Kepala

memiliki tugas:

a. menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan

Pengadaan  Tanah, perencanaan Pendanaan

s
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Pengadaan Tanah, dan perencanaan penganggaran
tahunan kepada pimpinan LMAN selaku KPA BUN;

b. melakukan pengujian tagihan dokumen permohonan
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;

c. menvediakan aset pengganti untuk Ganll Kerugian
Pengadaan Tanah selain uang kepada Pihak yang
Berhale;

d. menvampaikan perkembangan proses Pengadaan
Tanah kepada LMAN;

e. melakukan pengelolaan tanah hasil Pengadaan
Tanah sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN;

. melakukan pengelolaan uwang Ganti  Kerugian
Pengadaan Tanah yang dititipkan atas nama
ketnenterian flembaga untuk pengadaan aset Ganti
Kerugian dalam bentuk selain uang;

g. melakukan pengawasan dan pemantauan atas proses
pengadaan aset Ganti Kerugian dalam bentuk selain
uang; dan

h, menyimpan dokumen pelaksanaan pembavaran
Gant Kerugian Pengadaan Tanah.

(2] Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
tugas secbagaimana dimaksud pada avat (4] dapat
dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan
kementerian/lembaga vang diberikan  pelimpahan
kewenangan oleh Menteri/Kepala,

Pasal 14
KPA vyang diangkat oleh Menteri/Kepala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3} hurufl a memiliki tugas dan
wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelaksanaan angparan pendapatan dan
belanja negara. o
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Paszal 15

KPA pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 14 menganglkat:

a.
b.

PPK Pengadaan Tanah; dan
PPSPM,

di lingkungan kementerian /lembaga.

(1}

(2]

{3)

Pasal 16

PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a memiliki tugas dan wewenang sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di

bidang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti

Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak vang Berhak,

PPK Pengadaan Tanah memiliki wewenang sebagai

berikut:

4. menandatangani SPP-GK;
mengajukan  permohonan  pembayaran  Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri/ Kepala;

¢. mengajukan  permohonan  pembayaran  Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha,
dalam hal Pengadaan Tanah menggunakan dana
Badan Usaha terlebih dahulu;

d. menandatangani Berita Acara pemberian Ganti
Kerugian dan Berita Acara realisasi pembayaran
Ganti Kerugian; dan

e. menandatangani SPP pengesahan belanja modal dan
penerimaan pembiayaan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti

Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak,

PPK Pengadaan Tanah memiliki tugas sebagai berikut:

"
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a. menyusun dan menyvampaikan rencana pelaksanaan
kegiatan, rencana kebutuhan dan rencana pencairan
dana kepada KPA pada kementerian /lembaga;

b,  melakukan pengujian kesesuaian aritmatika nilai
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dan Objek
Pengadaan Tanah wyang tercantum dalam Daftar
Nominatif vang disampaikan oleh Penilai Pertanahan
sesual dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya;

¢. melakukan pengujian kesesuaian data permchonan
pembayaran Ganti Kerugian berdasarkan validasi
dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan
dokumen Pengadaan Tanah;

d. menyampaikan dokumen realisasi pembayaran Ganti
Kerugian kepada LMAN, berupa:

1. fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak;

2. asli kuitansi pembayaran Ganti Kerugian yang
ditandatangani oleh Pihak vang Berhalg;

3. fotokopi Berita Acara pembayaran Ganti
Kerupgian Pengadaan Tanah; dan

4, asli Benta Acara pelaksanaan pembayaran Gant
Kerugian secara langsung;

e. mendokumentasikan pelaksanaan pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah; dan

f. menyediakan kelengkapan dan kesesuaian dokumen
persyaratan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah dan pembayaran dana Badan Usaha yang
dipunakan terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah
Provek Strategis Nasional.

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dan huruf ¢ meliputi kesesuaian dan kelengkapan

dokumen, atas:

a. Pihak vang Berhak sebagai penerima Ganti Kerugian;

b. luas dan dokumen kepemilikan Objek Pengadaan

Tanah;
"
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c. lokasi Objek Pengadaan Tansh dan waktu
pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian dengan
lokasi dan masa berlaku Penetapan Lokasi;

d. aritmatika nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
dari hasil penilaian Penilai Pertanahan dan Objek
Pengadaan Tanah pada Daftar Nominatif berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja vang telah ditetapkan
schelumnya; dan

€. status pembayaran Ganti Kerugian Objek Pengadaan
Tanah guna menghindan duplikasi pelaksanaan
pembayaran.

Pasal 17
PPS5PM pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b memiliki tugas dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tanggung Jawab Mernteri vang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahaan di Bidang
Pertanahan

Pasal 18

(1) Menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Tanah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bhidang pengadaan tanah bag
pembangunan untuk kepentingan umum sampai dengan
terbitnya sertipikat atas nama Pemerintah Republik
Indonesia.

(2] Pelaksana Pengadaan Tanah pada kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pertanahan berwenang dan bertanggung jawab atas
penetapan validasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah

bagi Proyek Strategis Nasional dan memiliki wewenang

>
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sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penpgadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19
Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas
penerbitan Penctapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Provek
Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum,

Bagian Kelima
Kewenangan dan Tanggung Jawab Penilai Pertanahan

Pasgal 20
Penilai Pertanahan berwenang dan bertanggung jawab atas
penilaian dan hasil penilaian yang dilaksanakan scbagail dasar
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional.

Bagian Keenam

Tangpung Jawab Pihak yang Berhak

Pasal 21
Pihak yvang Berhak bertanggung jawab atas kebenaran dan
keabsashan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek
Pengadaan Tanah vang diserahkan kepada Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah.

- i
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(2}
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BAB I
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 22
Menteri/ Kepala menyampaikan dokumen perencanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional
schagaimana diatur dalam  |ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum kepada LMAN.
Dalam hal dokumen perencanaan Pengadaan Tanah bagi
Provek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disasun oleh BUMN, dokumen perencanaan
Pengadaan Tanah disampaikan oleh BUMN kepada LMAN
melalui Menteri/Kepala.
Dokumen perencanaan Penpadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat {3} disampaikan kepada LMAN secara tertulis
pada saat pengajuan rencana kebutuhan dana kepada
LMAN pertama kali.
Dalam hal terdapat perubahan dokumen perencanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional
schagaimana dimaksud pada avat (3], Menteri/Kepala
menyampaikan  perubahan dokumen perencanaan
Pengadaan Tanah kepada LMAN pada saat pengajuan
perencanaan penganggaran tahunan,
Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam
penyusunan kebutuhan Pendanaan Pengadaan Tanah dan
proveksi penggunaan alokasi dana oleh LMAN.
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Bagian Kedua

Perencanaan Penganggaran Pengadaan Tanah oleh

Menteri/ Kepala

Pasal 23

Berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah bagi
Proyek Sirategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Menteri/Kepala menyusun:

a.

Tr.

(1)

(2}

perencanaan kebutuhan dana atas masing-masing proyvek;

dan

perencanaan penganggaran tahunan,

Pasal 24

Perencanaan kebutuhan dana atas masing-masing proyek
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling

sedikit memuat:

.

nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
percepatan Proyvel Strategis Nasional;

kelompok Proyek Strategis Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
percepatan Proyek Strategis Nasional;

tanggal izin penetapan lokasi, batas akhir penetapan
lokasi, termasuk perpanjangan izin, jika ada;
indikasi kebutuhan luas tanah;

indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian;
rencana tahun Pengadaan Tanah:

rencana penarikan dana untuk pembayaran Ganti
Kerugian; dan

manfaat pcmbangunan infrastruktur Provek Strategis

Masional.

Dalam hal preses Pengadaan Tanah schelumnya telah
menggunakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada kementerian/lembaga atau dana

Badan Usaha, perencanaan kebutuhan dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

_},/"
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a. data mengenai luas tanah yang sudah selesai
dilakukan pembebasan yang akan digunakan untuk
pembangunan Proyek Strategis Nasional: dan

b.  jumlah dana Ganti Kerugian yang telah dibayarkan
pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.

Perencanaan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis

kepada LMAN bersamaan dengan penyampaian dokumen
perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22,

Pasal 25
Dalam hal terdapat perubahan perencanasn kebutuhan
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Menteri/Kepala dapat melakukan penyesuaian indikasi
kebutuhan luas tanah dan indikasi kebutuhan anggaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada LMAN, dengan dilengkapi:
a. informasi perkembangan tahapan Pengadaan Tanah
masing-masing provek; dan
b.  hasil reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah
pada kementerian/lembaga atau satuan pengawas
internal BUMN,
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Menteri/Kepala kepada LMAN pada saat

pengajuan perencanaan penganggaran tahunan,

Pasal 26

Menteri/Kepala menyusun perencanaan penganggaran
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
berdasarkan hasil koordinasi dengan KPPIP.
Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan pemeringkatan Provek
Strategis Nasional vang akan dilakukan Pendanaan
Pengadaan Tanah oleh LMAN.

"
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(3] Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan mempertimbanglan:

a. kesinambungan Pengadaan Tanah vang telah
dilakukan Pendanaan pada tahun-tahun
sebelumnya; dan

b. kesiapan pelaksanaan tahapan Pengadaan Tanah
masing-masing provek.

(4] Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan penyesuaian, antara lain dengan
mempertimbangkan:

a. adanya perbedaan besaran pencairan alokasi dana
Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional dari Rekening Kas Umum Negara
kepada  LMAN  sesuai  dengan  perencanaan
pengariggaran;

b. ketersediaan Dana Jangka Panjang pada LMAN
dalam rangka penetapan Daftar Prioritas Pendanaan
Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional
Tahunan; dan/atau

¢.  perubahan prioritas kebutuhan Pendanaan yang
telah ditetapkan dalam Daftar Prioritas Pendanaan
Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional
Tahunan.

Pasal 27

(1) Menteri/Kepala menyvampaikan perencanaan
penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b kepada LMAN.

(2) Penyampaian perencanaan penganggaran  tahunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilengkapi dengan:
a. hasil pemeringkatan oleh KPPIP; dan
b. laporan hasil reviu aparat pengawasan intern

pemerintah pada kementerian /lembaga.

(3] Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disusun untuk mengetahui:

v



(4)

(1)

(2

(3]

(4]
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a. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah yang akan
digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;

b. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
pembangunan  infrastruktur dengan rencana
pembangunan infrastruktur;

c. kesesuaian tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk pembangunan infrastruktur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penyampaian perencanaan penganggaran tahunan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh

Menteri/Kepala paling lambat pada akhir bulan Januari

sebelum tahun anggaran yang direncanakan untuk

penyusunan indikasi kebutuhan dana pada BUN.

Pasal 28
Perencanaan  penganggaran tahunan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan penyesuaian
berdasarkan usulan Menteri/Kepala.
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Kepala kepada
LMAN paling lambat pada akhir bulan Maret sebelum
tahun anggaran vang direncanakan.
Penyesuaian scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan setelah dilakukan:
4. reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada
kementerian /lembaga; dan
b.  hasil koordinasi dengan KPPIP untuk penyesuaian
pemeringkatan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.
Penyampaian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dilengkapi dengan;
a.  hasil penyesuaian pemeringkatan oleh KPPIP;
b. informasij mengenai perkembangan tahapan

Pengadaan Tanah masing-masing proyek; dan
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c.  hasil reviu oleh aparat pengawssan intern pemerintah
pada kementerian /lembaga.

Bagian Ketiga
Penelaahan Perencanaan Penganggaran Tahunan oleh LMAN

Pasal 29

{1} LMAN melakukan penelaahan atas perencanaan
penganggaran  tahunan yang disampaikan oleh
Menteri/ Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dan Pasal 28,

(4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a, dokumen perencanaan Pengadaan Tanah vyang
disusun oleh Menteri/Kepala schagaimana dimaksud
dalam Pasal 22:

b.  perencanaan kebutuhan dana Pengadaan Tanah yang
disampaikan oleh Menteri/Kepala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24,

€. pemeringkatan perencanaan penganggaran tahunan
aleh KPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:
dan

d. proveksi kemampuan keuangan negara dan
ketersediaan Dana Jangka Panjang pada LMAN,

(3] Berdasarkan hasil penelashan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), LMAN menvusun indikasi kebutuhan dana
Pengadaan Tanah tahun anggaran yang direncanalkan.

(4] Indikasi kebutuhan dana Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:

a.  Menteri/Kepala;

b. KPPIP, dan

¢. PPA BUN,

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

>
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Bagian Keempat

Penganpgaran pada Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara

Pasal 30

{1} LMAN melakukan penpanggaran alokasi dana untuk
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis
Nasional pada BA BUN berdasarkan hasil peneclaahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2} Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bagian dari Dana Jangka Panjang pada LMAN.

(3} Penganggaran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perencanaan, penelaahan, penetapan
alokasi anggaran pada BA BUN, dan pengesahan DIPA
BUN.

Pasal 31

(1} Dalam hal LMAN melibatkan aparat pengawasan intern
pemerintah atau pihak lain yang kompeten dalam proses
penclitian administrasi, LMAN melakukan penganggaran
untuk biaya pelaksanaan penelitian administrasi oleh
aparal pengawasan intern pemerintah atau pihak lain
yang kompeten.

(2} Penganggaran untuk biaya penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesusi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perencanaan, penelashan penetapan, dan

pengesahan DIFA kementerian /lembaga.

Pasal 32
LMAN menyampaikan alokasi anggaran BUN vang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri/Kepala
terkait dengan tembusan kepada KPPIP.

>
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Pasal 33

Dalam hal ketersediaan alokasi anggaran BUN untuk
Pendanaan Pengadaan Tanah lebih kecil dari perencanaan
penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, LMAN menyvampaikan kepada KPPIP dengan
tembusan  kepada Menteri/Kepala untuk dilakukan
penyesuaian pemeringkatan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional pada tahun anggaran yang
direncanakan dan output program kegiatan,

Terhadap Proyek Strategis Nasional yang belum dapat
dilakukan Pendanaan Pengadaan Tanah pada tahun
anggaran yang direncanaksn akibat penvesuaian
pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dapat diprioritaskan untuk diusulkan dalam perencanaan
penganggaran tahun berikutnva.

Bagian Kelima

Pencairan Alokasi Dana Pengadaan Tanah Proyek Strategis

(1)

12]

3]

(4]

Masional

Pasal 34
Dalam rangka Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Provek
Strategis Nasional, alokasi anggaran Pengadaan Tanah
bagl Proyek Strategis Nasional dicairkan dari Rekening Kas
Umum Negara ke LMAN.
Pencairan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara sckaligus atau bertahap
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Pencairan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan vang
ditetapkan oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 11.
Pelaksanaan pencairan alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3] dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7."‘
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BAB IV
PENGELOLAAN DANA JANGKA PANJANG

Bagian Kesatu
sumber Dana Jangka Panjang

Pagal 35

Dana Jangka Panjang dibentuk dengan pendanaan yang

bersumber dari:

=

(1)

(2]

pencairan realisasi anggaran pengeluaran pembiavaan
untuk alokasi dana Pengadaan Tanah pada tahun berjalan
dari Rekening Kas Umum Negara ke LMAN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34; dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF) badan layanan
umum hasil pengelolaan Dana Jangka Panjang oleh
LMAN,

Pasal 36

Pembentukan Dana Jangka Panjang vang bersumber dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak [(PNBP) sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 35 hurufl b dapat dilakukan:

a.  secara periodik pada awal tahun anggaran; dan/atan

b.  secara insidentil pada tahun berjalan,

sesllai dengan kebutuhan Pendanaan Pengadaan Tanah

oleh LMAN.

Pembentukan Dana Jangka Panjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1| dilakukan denpan pemindahan

dana antar rckening di LMAN yang menampung Dana

Jangka Panjang atau yang dipersamakan dan

ditindaklanjuti melalui pembentukan dokumen anggaran,

dengan ketentuan sebagal berikut:

a.  KPA BUN mengajukan permohonan alokasi anggaran
pengeluaran pembiayaan BUN untuk keperluan
pembentukan Dana Jangka Panjang dari hasil
pengelolaannya kepada Pemimpin PPA BUN BA

999.03;
-
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b. Pemimpin PPA BUN BA 999.03 memproses usulan
penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai
besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan
BUN sebagaimana dimaksud pada huruf a:

c. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
schagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
penerbitan DIFA BUN BA 999.03 untuk keperluan
pembentukan Dana Jangka Panjang dari  hasil
pengelolaannya; dan

d. proses penerbitan DIPA BUN BA 999.03 sebagaimana
dimaksud pada huruf c dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perencanaan, penelaahan, penetapan  alokasi
anggaran pada BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

(3) Berdasarkan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2}, PPK pada KPA BUN:

a. melakukan pengujian secara formal dan material
terhadap kelengkapan dan administrasi pengeluaran
pembiayaan BUN untuk keperluan pembentukan
Dana Janglka Panjang dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBPF) badan lavanan umum hasil pengelolaan
Dana Jangka Panjang oleh LMAN;

b.  menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
untuk ditandatangani oleh KPA BUN, sesnai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini:

c. menerbitkan SPP pengeluaran pembiayaan vang
bersifat  permintaan  pengesahan  penerimaan
pembiayaan dari penggunaan salde anggaran lebih
BLU dan pengeluaran  pembiayaan  untuk
penambahan Dana Jangka Panjang, vang disusun
dengan mencatat nilai yang sama; dan

d. menyampaiken SPFP pengeluaran pembiayaan
schagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilampir
Keputusan Menteri Keuangan mengenai besaran

-
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alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada hurul b kepada PPSPM.

(4] Berdasarkan SPP pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, PPSPM pada KPA BUN:

.

melakukan  pengujian secara formal terhadap
kelengkapan dan kebenaran administrasi
pengeluaran  pembiayaan BUN untuk keperluan
pembentukan Dana Jangka Panjang dari Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) badan layanan umum
dan ketersediaan alokasi anggaran pengeluaran
pembiayaan dalam DIPA BUN;

menerbitkan SPM pengeluaran pembiayvaan BUN
untuk keperluan pembentukan Dana Jangka Panjang
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) badan
layanan umum yang bersifat perintah pengesahan
penerimaan pembiayaan dari penggunaan saldo
anggaran lebih BLU dan pengeluaran pembiayaan
untuk penambahan dana jangka panjang; dan
menyampaikan SPM pengeluaran pembiayaan BUN
untuk keperluan pembentukan Dana Jangka Panjang
dari Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBF) badan
layanan umum sebagaimana dimaksud huruf b
kepada KPPN dengan dilampiri Surat Pernyvataan
Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimalksud
pada ayat (3) huruf b,

{(5) Berdasarkan SPM pengeluaran pembiavaan sebagaimana
dimaksud pada avat {4}, KPPN:

.

menerima dan melakukan penclitian dan pengujian
atas S5PM  sesuai denpgan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang tata cara pencairan
anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban
bagian anggaran bendahara umum negara pada

kantor pelayanan perbendaharaan negara: dan

7
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b. menerbitkan SP2D pengeluaran pembiayaan bersifat
pengesahan terhadap penerimaan pembiayvaan dari
penggunaan saldo anggaran lebih badan layanan
umum dan pengeluaran pembiayaan untuk
penambahan Dana Jangka Panjang.

(6] SPM pengeluaran pembiayaan vang telah diterbitkan
SP2D sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi:
a. KPA BUN untuk mencatal realisasi pengeluaran

pembiayaan dan penambahan dana jangka panjang
pada laporan keuangan BUN;

b. KPA satuan kerja badan layanan umum LMAN untuk
mencatat pengurangan kas badan layanan umum;

¢,  KI'PN mitra kerja satuan kerja badan layanan umum
LMAN untuk mencatat pengurangan Kas badan
layanan umum; dan

d. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa BUN
pusat  untuk mencatat realisasi penerimaan
pembiayaan dari penggunaan saldo anggaran lebih
badan layanan umum.

(¥} Mekanisme pembentukan Dana Jangka Panjang yang
bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengikuti pengaturan dalam Undang-Undang mengenai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Penempatan Dana Jangka Panjang oleh LMAN

Pasal 37
{1} Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional, LMAN melakukan
pengelolaan Dana Jangka Panjang.
(2] Pengelolaan Dana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penempatan dana

dalam instrumen investasi,

L
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(3} Penempatan dana Dana Jangka Panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. kebutuhan ketersediaan Dana Jangka Panjang untuk
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan

b. tingkat risiko dalam pemilihan instrumen investasi.

(4) Hasil pengelolaan Dana Jangka Panjang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada badan
layanan umum.

{5} Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPF) pada badan
layanan umum sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan proses pengesahan pendapatan badan lavanan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan badan layanan
WU,

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada badan
layanan umum sebagaimana dimaksud pada avat (5)
dapat digunakan oleh LMAN:

a. untuk menambah Dana Jangka Panjang scbagai
akumulasi alokasi dan Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional; dan/atau

b.  sebagal pendukung kegiatan operasional LMAN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan
dan pemilihan instrumen investasi dana diatur lebih

lanjut pleh pemimpin LMAN.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Jangka Panjang oleh LMAN

Pasal 38
Dana Jangka Panjang pada LMAN digunakan untuk
melakukan:
a. pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional kepada Pihak yang Berhak:

e
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pembayaran dana Badan Usaha vang terlebih dahulu
digunakan untuk Pengadaan Tanah Proyvek Strategls
Nasional; dan

pembayaran biaya dana (ecost of find) kepada Badan
Usaha, jika diperjanjikan,

Pasal 39
Menteri/Kepala menyusun rencana penggunaan dana
tahunan untuk tahun yang direncanakan berdasarkan;
a. perencanaan kebutuhan dana atas masing-masing
proyek pada tahun vang direncanakan: dan
b. proyeksi permchonan pengembalian dana Badan
Usaha dan biaya dana (cost of fund) vang akan
disampaikan kepada LMAN, jika diperjanjikan.
Rencana penggunaan dana tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayatl (1) disampaikan oleh Menteri/ Kepala
kepada LMAN paling lambat pada akhir bulan Desember

sebelum tahun yang direncanakan.

FPasal 40

LMAN berkoordinasi dengan PPA BUN untuk menyusun

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyek Strategis Nasional (Profect List Tahunan) pada

tahun berjalan dengan mempertimbangkan rencana

penggunaan dana tahunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39,

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyck Strategis Nasional (Project List Tahunan)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana

atau proyeksi penggunaan Dana Jangka Panjang pada
tahun berjalan vang terdiri atas;

4. jumlah pengembalian dana Badan Usaha yang
digunakan terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional, termasuk biaya dana
(cost of fund), jika diperjanjikan; dan

>
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b. jumlah dana yang akan dibayarkan untuk Gant
Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak vang
Berhak.

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyek Strategis Nasional (Projeet List Tahunan)

ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan
Pendanaan Pengadaan Tanah pada tahun yang
direncanakan berdasarkan  hasil  koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b.  pemeringkatan perencanaan penganggaran tahunan
oleh KPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dan Pasal 34.

Daftar Prioritas Pendanaan Penpadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyek Strategis Nasional (Project List Tahunan)

paling sedikit memuat:

A,  prioritas  Proyek Strategis Nasional yang akan
dilakukan Pendanaan Pengadaan Tanah pada tahun
berjalan; dan

b. rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana
Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur
Proyek Strategis Nasional pada tahun berjalan.

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyck Strategis Nasional (Project List Tahunan)

ditetapkan oleh pemimpin LMAN,

Penetapan Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah

Tahunan Bagi Provek Strategis Nasional (Project List

Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan.

Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan

Bagi Proyck Strategis Nasional (Project List Tahunan)

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada

Menteri/Kepala dan KPPIP.

a7
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Pazal 41
(1} Pemimpin LMAN dapat melakukan penyesuaian atas
Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan
Bagi Proyek Strategis Nasional |Project List Tahunan),
(2] Penyesuaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pertimbangan:
8.  ketersediaan Dana Jangka Panjang yang ada pada
LMAN; dan/atau
b.  perubahan pemeringkatan oleh KPPIP vang diusulkan
oleh Menteri/ Kepala.

Pasal 42
(1) DanaJangka Panjang pada LMAN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dapat digunakan lintas tahun anggaran.
(2) Penggunaan Dana Jangka Panjang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan sesuai dengan rencana
penggunaan dana yvang ditetapkan dalam Daftar Prioritas
Pendanaan Pengadaan Tanah Tahunan Bagi Proyek
Strategis Nasional (Project List Tahunan),

Pasal 43

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Strategis Nasional, Pemimpin PPA BUN
memastikan ketersedisan Dana Jangka Panjang untuk
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional.

(2] Pemimpin PPA BUN dapat menentukan kebijakan besaran
ketersediaan Dana Jangka Panjang vang dikelola oleh KPA
BUN dengan memperhatikan kemampuan kenangan
negara dan kesinambungan Pendanaan Proyek Strategis

MNasional,

i
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BAB V
PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH
SECARA LANGSUNG KEPADA FIHAK YANG BERHAK

Bagian Kesatu

Permohonan Pembayaran

Pasal 44

(1) PPK Pengadaan Tanah melakukan pengujian kesesuaian
data yang meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen
atas:

a. kesesuaian Pihak yang Berhak sebagai penetrima
Ganti Kerugian;

b. kesesuaian luas dan dokumen kepemilikan Objek
Pengadaan Tanah;

c. kesesualan lokasi Objek Pengadaan Tanah dan waktu
pelaksanaan pembayaran Canti Kerugian dengan
lokasi dan masa berlaku Penetapan Lokasi:

d. kesesuaian aritmetika nilai Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah dari hasil penilaian Penilai
Pertanahan dan Objek Penpadasn Tanah dalam
Daftar Nominatif berdasarkan Kerangka Acuan Kerja
yang telah ditetapkan sebelumnya; dan

¢.  status pembayaran Ganti Kerugian Objek Pengadaan
Tanah guna menghindari duplikasi pelaksanaan
pembayaran.

(2} Nilai Ganti Kerugian sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
telah memperhitungkan besarnya Pajak Pertambahan
Nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak yang Berhak vang
ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Pengujian kesesusian data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada tiap tahapan pelaksanasn
Pengadaan Tanah.

(4] Berdasarkan pengujian kesecsuaian data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan validasi dari Ketua Pelaksana

7"
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Pengadaan Tanah, PPK Pengadaan Tanah menyampaikan
SPP-GK beserta dokumen pendukung kepada PPSPM pada
kementerian [lembaga.

Pasal 45
PPSPM pada kementerian/lembaga melakukan pengujian
kesesuaian SPP-GK beserta dokumen pendukung,
Pengujian kesesuaian SPP-GK scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}. PPSPM pada
kementerian /lembaga  menyvampaikan rekomendasi
pembayaran dan SPP-OK beserta dokumen pendukung
kepada Menteri/ Kepala.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri dari kelengkapan dokumen permohonan
pembayaran Ganti Kerugian kepada LMAN sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan
Proyelk Strategis Nasional.

Pasal 45

Dalam rangka pengujian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dan Pasal 45, Menteri/Kepala dapat melibatkan
aparal pengawasan intern pemerintah.
Hasil pengujian yang dilakukan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi salah satu pertimbangan pengajuan
permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah kepada LMAN,
Biaya pelaksanaan penpujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada kementerian /lembaga.

-"}.-'
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Pasal 47

(1) Menteri/Kepala menyampaikan permohonan tertulis
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional kepada LMAN.

(2) Permohonan pembayaran Ganti Kerugian Penpadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat nama Proyek Strategis Nasional dan jumlah nilai
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan melampirkan
daftar Objek Pengadaan Tanah berupa data atau informasi
schagai berikut:

a. nomor SPP-GK dari PPK Pengadaan Tanah;

b. nama Pihak yang Berhak;

¢. jenis Objek Pengadaan Tanah;

d. Nomor Induk Kependudukan [NIK);

e.  nomor urut Daftar Nominatif:

f.  Nomor Induk Bidang (NIB) atau Nomor Induk

Sementara (NIS);

E- mnama desa/kelurahan dan kecamatan lokasi Objek
Pengadaan Tanah;

h. jenis dekumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;

i.  luas Objek Pengadaan Tanah;

j-  milai Ganti Kerugian,

k. bentuk Ganti Kerugian; dan

l.  mnomor rekening penampungan atas nama
kementenan /lembaga selaku instansi  vang
memerfukan tanah, dalam hal Ganti Kerugian
diberikan dalam bentuk selain nang,

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menter] ind.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi dokumen identitas Pihak yang Berhak yang
telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

g
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b. fotokopi bukti kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
vang telah dilegalisasi olch Kepala Kantor
Pertanahan;

c. fotokopi laporan hasil penilaian oleh Penilai
Pertanahan yang telah dilegalisasi oleh PPK
Pengadaan Tanah:

d. flotokopi surat validasi yang dilegalisasi oleh Kepala
Kantor Pertanahan;

e. asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari
PPK Pengadaan Tanah yang memual:

1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada
Pihak yang Berhak;

2. klausula bahwa PPK Pengadaan Tanah
bertanggung jawah sepenuhnya atas
pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan
kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian
apabila  terdapat kesalahan pembayaran
dan fatau kelebihan pembayaran,

Sural pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} huruf ¢ disusun sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah sesuai

dengan dokumen yang diterbitkan atan diterima oleh
pejabat yang berwenang dalam proses Pengadaan Tanah,

Dalam hal terdapat sebagian dari kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wyang tidak

dilegalisasi, dokumen tersecbut dapat digunakan sebagai
persyvaratan permohonan pembayaran Ganti Kerugian
sepanjang dilengkapi dengan surat pengesahan oleh PPK

Pengadaan Tanah atau Kepala Kantor Pertanahan, sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Hurul I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

e
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(7} Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (3) dapat disampaikan dalam
bentuk dokumen clektronik.

(8) Dalam hal surat dan dokumen disampaikan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
penyampaian surat dan dokumen dilengkapi dengan surat
pernyataan dari PPK  Pengadaan Tanah mengenai
kesesuaian dokumen elektronik atau Arsip Data Komputer
(ADK/ softcopy) dengan dekumen fisik (hardcopy).

{9 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian surat dan
dokumen dalam bentuk elektronik atau Arsip Data
Komputer (ADK/softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (Y) diatur dengan peraturan pemimpin LMAN.

Pasal 48
(1) Fotokopi dokumen identitas Pihak yang Berhak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a
terdiri atas:
a.  bagi perorangan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan:
b. bagi badan hukum berupa:

1. akta pendirian, berupa Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga badan hukum
bersanghkutan;

2. surat pengesahan badan hukum dari
kementerian  yang menvelenggarakan fungsi
pemerintahan di bidang hukum;

3. surat kuasa penerimaan Ganti Kerugian dan
pelepasan Objek Pengadaan Tanah kepada pihak
yang dimunjuk sesual dengan ketentuan yang
tercantum  dalam akta pendirian berupa

"
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Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
badan hukum, jika dikuasakan; dan

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan atas nama pihak
vang ditunjuk sesual Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga atau surat kuasa;

bagi instansi pemerintah berupa:

1. surat tugas/surat kuasa/keputusan
pengangkatan pejabat yvang memiliki
kewenangan: dan

2.  Kartu Tanda Penduduk (KTP] pejabat/pegawai
yang ditugaskan/dikuasakan vang dilcgalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan;

bagl pemerintah desa berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk {KTP) kepala desa vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

2. surat pengangkatan/pengesahan scbagai kepala
desa;

bagi nazhir berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nazhir yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

4. surat pengesahan nazhir dari kementerian vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di
bidang agama;

bagi ahli waris berupa:

1. surat keterangan kematian:

2. surat keterangan ahli waris:

3. surat kuasa dari seluruh ahli waris, jika
dikuasakan; dan

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang
memberikan dan  diberikan kuasa vyang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

bagi perorangan selaku penerima kuasa berupa:

1. surat kuasa penerimaan Ganti Kerugian dan
pelepasan  Objck Pengadaan Tanah dengan
ketentuan 2 (dua) derajat ke atas/ ke bawah atau

=
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suami/isteri yang dilengkapi dengan dokumen
yvang membuktikan adanya hubungan keluarga
antara vang menguasakan dengan yang
dikuazakan; dan

2, Rartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang
memberikann dan diberikan  kuasa vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan,

(2] Dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dokumen berupa
Kartu Tanda Penduduk [KTP] dapat digantikan dengan
Kartu Keluarga atan surat keterangan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilegalisasi oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

(3) Dalam hal Pihak vang Berhak merupakan warga negara
asing, fotokopi dokumen identitas berupa paspor yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 49
(1} Fotokopi dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b
terdiri atas dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan
Objek Pengadaan Tanah berupa:
a. tanah; dan/atau
b. bangunan, tanaman, benda lain.
(2] Dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. untuk tanah perorangan atau badan hukum berupa
dokumen kepemilikan / penguasaan tanah
gsebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
beserta peraturan perubahannyva yang dilegalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan;
bh. untuk tanah BMN berupa:
1. dokumen  kepemilikan/penguasaan tanah

sebapaimana diatur dalam peraturan
P
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perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

2. tanah yang berada pada Pengguna Barang
berupa surat persetujuan penghapusan dari
Pengelola Barang; dan

3. tanah wyang berada pada Pengelola Barang
berupa keputusan penghapusan BMN dari
Daftar Barang Pengelola;

untuk tanah BMD berupa:

1. dokumen kepemilikan/penguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam diatur dalam
peraturan  perundang-undangan di  bidang
petyelenggaraan  pengadasn  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan: dan

2. persetujuan pemindahtanganan darl pejabat
vang berwenang;

untuk tanah milik BUMN/BUMD berupa:

1. dokumen kepemilikan/ penguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

2. persetujuan pemindahtanganan aset dari
pejabat yang berwenang;

untuk aset desa berupa tanah atau tanah kas desa

berupa:

1. dokumen kepemilikan/penguasaan  tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bapi
pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

>
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2.  surat izin tukar menukar dari Gubernur; dan

3. peraturan/ketetapan dari  Bupati/Walikota
mengenal penggunaan sisa uang Ganti Kerugian;

f. untuk tanah wakaf berupa:

1. dokumen  kepemilikan/penguasaan  tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan el bidang
penyelenggaraan  pengadaan tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

2, surat izin tukar menukar dari menteri yang
menyelengparakan urusan pemerintahan  di
bidang agama atau pejabat yang berwenang;

g untuk tanah kehutanan berupa:

1. dokumen kepemilikan/ penguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

2. keputusan perubahan fungsi kawasan hutan
menjadi area penggunaan lain dari menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

(3] Dokumen kepemilikan /penguasaan bangunan, tanaman,
atan benda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas dokumen kepemilikan bangunan,
tanaman, atau benda lain yvang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di  bidang  penvelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang lelah dilegalisasi oleh Kepala Kantor
Pertanahan.

(4] Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan,
lanaman, atau garapan di atas tanah negara bebas,
dokumen kepemilikan/penguasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:

>
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a. daftar nominatif yang memuat bangunan, tanaman,
atau penggarap berada; dan

b. surat keterangan dari Kantor Pertanahan yang
menyatakan bahwa tanah negara bebas tersebut
dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah

Republik Indonesia, dengan memuat lokasi, luas, dan

nomor bidang tanah pada daftar nominatif.

Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan,

tanaman, garapan, atau pemindahan makam di atas

tanah yvang sudah dibayarkan Ganti Kerugian Pengadaan

Tanahnya nleh Menteri/Kepala, dokumen

kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilengkapi dengan:

a. daftar nominatif yang memuat bangunan, tanaman,
atau penggarap berada; dan

b.  surat keterangan dari Menteri/Kepala atau pejabat
yang diberi pelimpahan wewenang atau PPK

Pengadaan Tanah vang memuat:

1.  keterangan bahwa  banpunan, tanaman,
garapan, makam atau scgala sesuatu yang
melekat di atas tanah tersebut. telah berdir
sebelum dilakukan pembayaran Ganti Kerugian
atas tanah dalam rangka Pengadaan Tanah
Proyek Strategis Nasional;

2. pembayaran Ganti Kerugian atas tanah
dilakukan dengan pembiavaan selain dari LMAN:
dan

3. tanah diperoleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam rangka Pengadaan Tanah Proyek Strategis
Nasional.

Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa banpgunan,
tanaman, atau garapan yang berdiri di atas tanah milik
pihak lain, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapi dengan:

-
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a, dokumen kepemilikan/penguasaan berupa surat
penguasaan fisik yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor
Pertanahan;

b. daftar nominatif yang memuat bangunan, tanaman,
atau penggarap berada.

Pasal 50
Dalam hal terdapat perbedaan Iuas Objek Pengadaan Tanah
berupa tanah vang tercanium dalam wvalidasi dan dokumen
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
permohonan pembayaran Ganti Kerugian dilengkapi dengan
surat pernyataan penpguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan paling sedikit 2
(dua) orang saksi dengan luas yang sesuai dengan hasil

pengukuran terakhir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah,

Pasal 51

Dalam hal dokumen kepemilikan/penguasaan atas Objek

Pengadaan Tanah hilang atau tidak ditemukan, permohonan

pembayaran Ganti Kerugian dilengkapi dengan:

a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; dan

b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
(sporadik] vang ditandatangani oleh pemilik tanah dan
paling sedikit 2 (dua) orang salksi dengan luas yvang sesuai
dengan hasil pengukuran terakhir yang dilegalisasi oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 52
Dalam hal pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak vang
Berhak melalui penitipan kepada Pengadilan Negeri setempat,
permohonan pembayaran dilengkapi dengan dokumen berupa:
a. Iotokopi surat  rekomendasi/Berita Acara untuk
menitipkan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri
setempat  dari  Pelaksana Pengadaan Tanah yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

i



- 7 =

b. fotokopi penetapan Pengadilan Negeri setempat mengenai
penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri
setempat; dan

c. fotokopi laporan hasil penilaian yang dilegalisasi oleh PPK
Pengadaan Tanah,

Bagian Kedua

Pencliian Administrasi

Pasal 53

(1) LMAN melakukan  penelitian administrasi atas
permohonan dari Menteri/Kepala untuk pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2} Penelitian administrasi dilakukan terhadap:

a. Pihak vang Berhak;

b, jenmis dokumen kepemilikan/penguasaan dan luas
Objek Pengadaan Tanah; dan

c. nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah,

yang dimohonkan oleh Menteri/ Kepala.

(3] Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan melihat kesesuaian data yang
tercantum dalam surat permohonan Menteri/Kepala
dengan kelengkapan dokumen vang disampaikan oleh
Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
sampal dengan Pasal 52.

(4} Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada avat {1) LMAN;

a. menerbitkan surat persefujuan pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri/Kepala
dengan tembusan kepada Ketna Pelaksana
Pengadaan Tanah; atau

b. mengembalikan permohonan pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah kepada Menteri/Kepala,
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan data/dokumen.

e
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(5] Surat persetujuan pembayaran Ganti Kerugian
sebapgaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat
permohonan pembayaran dan kelengkapan dokumen
diterima secara lengkap oleh LMAN.

(6] Pengembalian permohonan pembayaran Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan
paling lama 10 (sepuluh]) hari kerja sejak dinyatakan
adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan
data/dokumen oleh LMAN,

(7T} Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penelitian

administrasi diatur dengan peraturan pemimpin LMAN.

Pasal 54

{1} Dalam rangka penclitian administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, LMAN dapat melibatkan aparat
pengawasan intern pemerintah atau pihak lain yang
kompeten.

(2} Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} antara lain;

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
dan fatau
b, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Keuangan,

(3] Pihak lain yang kompeten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} merupakan pihak selain aparat pengawasan intern
pemerintah, baik berupa Badan Usaha maupun
perorangan, yang memiliki keahlisn di bidang
verifikasi/audit dokumen.

(4] Hasil penieliian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat
persetujuan pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4] huraf a.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan
aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak lain
vang kompeten diatur dengan peraturan pemimpin LMAN.

"
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Bagian Ketiga
Pembayaran Ganti Kerugian

Fasal 55

(1) Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Provek
Strategis Nasional dilaksanakan secara langsung kepada
Pihak yang Berhak,

(2) Pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan bersamaan dengan pelepasan Objek
Pengadaan Tanah dan penyerahan asli  dokumen
kepemilikan /penpguasaan Objek Pengadaan Tanah oleh
Pihak yang Berhak kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(3] Pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh LMAN melalui jasa perbankan
dengan penyaluran uang Ganti Kerugian ke rekening
fujuan.

{4 Rekening tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dapat berupa rekening atas nama:

a. Pihak yvang Berhak;

k. Badan Usaha;

¢. Panitera Pengadilan Negeri, untuk pembayaran Ganti
Kerugian melalui penitipan kepada Pengadilan Negeri
sctempat;

d. kementerian/lembaga, wuntuk pemberian Ganti
Kerugian dalam bentuk selain uang; dan

e¢. pihak lain sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

(5} Pembukaan rckening atas nama Pihak yang Berhak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b
dilakukan olech LMAN melalui pihak perbankan wvang
ditunjuk oleh LMAN.

Pasal 56
Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut; A
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berdasarkan surat persetujuan pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat {4) huruf a, LMAN bersama

dengan PPK Pengadaan Tanah dan Pelaksana Penpadaan

Tanah  berkoordinasi untuk menentukan jadwal

pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan

Tanah;

pada saat pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian

Pengadaan Tanah kepada Pihak wyang Berhak, PPK

Pengadaan Tanah:

I. memastikan kesesuaian identitas Pihak vang Berhak;

2. memastikan kesesuaian pelepasan Objek Pengadaan
Tanah berikut dokumen kepemilikan/penguasaan
vang diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah
oleh Pihak yang Berhak;

3. memastikan pembayaran Ganti Kerugian kepada
Pihak yang Berhak melalui jasa perbankan yang telah
ditunjuk;

4.  mendokumentasikan pelaksanaan pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah: dan

5. menandatangani  Berita  Acara  Pelaksanaan
Pembayaran Langsung Ganti Kerugian bersama
dengan perwakilan Pelaksana Pengadaan Tanah,

PPK  Pengadaan Tanah menyampaikan laporan

pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan

Tanah kepada LMAN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sgjak pelaksanaan pembayaran dengan disertai dokumen:

1. asli kuitansi pembayaran Ganti Kerugian;

fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian;

[otokopi Berita Acara Pelepasan Hak:; dan

P Mka

asli Berita Acara Pelaksanaan Pembavaran Langsung
Ganti Kerugian.

Dalam hal pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian
dilaksanakan melalui penitipan Ganti Kerugian kepada
Pengadilan Negeri setempat, PPK Pengadaan Tanah

menyampaikan Berita Acara Penyimpanan Penitipan Uang

>
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Ganti Kerugian kepada LMAN paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian.

Pasal 57
Dalam hal terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
atas tanah yang merupakan Objek Pengadaan Tanah bagi
Proyek Strategis Nasional, pembayaran Ganti Kerugian
schagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 tidak
menghilanpgkan kewajiban Pihak yang Berhalk untuk melunasi
kewajiban pajek dimaksud.

Bagian Keempat
Pembayaran Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah
Berkarakteristik Khusus

Pasal 58
Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah terhadap Objek
Pengadaan Tanah berupa:
a. tanah instansi, berupa BMN/BMD dan milik
BUMN/BUMD:
tanah wakaf;
tanah kas desa;

azel desa; dan

Pa o g

kawasan hutan,
pelaksanaannva dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan
sebesar hasil penilaian oleh Penilai Pertanahan atas Objek
Pengadaan Tanah yang tercantum dalam validasi Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah sesual denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Ganti Kerugian Pengadaan Tanah diberikan

dalam bentuk selain uang, pelaksanaan pembayaran ﬂ//
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Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh LMAN dilakukan
melalui penitipan uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
ke rekening atas nama kementerian/lembaga selaku
instansi yang memerlukan tanah.

(3] Rekening atas nama kementerian /lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] merupakan rekening
penampungan sementara untuk menampung vang Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengelolaan rekening satuan kerja di ingkungan
kementerian / lembaga.

(4} Pelaksanaan penitipan wang Ganti Kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan bersamaan dengan
pelepasan Objek Penpadaan Tanah dan penyerahan asli
dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Pengadaan
Tanah oleh Pihak wyang Berhak tanpa menunggu
tersedianya tanah dan/atau aset pengganti.

(o} Pelaksanaan  pengadaan aset  pengganti  untuk
pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 60

Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Objek

Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Menteri/Kepala menyampaikan permohonan pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN setelah
ditetapkannya persetujuan pelepasan/pengalihan Objek
Pengadaan Tanah oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi
dengan kelengkapan dokumen permohonan pembayvaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan

"



-53 -

Pasal 53 serta dokumen persetujuan dari pejabat yang
berwenang;

¢, LMAN melakukan penelitian administrasi atas
permohotian pembayaran sebagaimana dimaksud pada
hurul a dan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada hurf b:

d. dalam hal permohonan pembayaran Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, LMAN;

1. menerbitkan surat persetujuan pembayaran Ganti
Kerugian; dan

2. melakukan penyaluran uang untuk penitipan Gant
Kerugian ke rekening atas nama
kementerian,/lembaga yvang ditunjuk, dalam hal Gant
Kerugian Pengadaan Tanah diberikan dalam bentuk
selain uang;

e. dalam hal permohonan pembayaran Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui,
LMAN mengembalikan permohonan pembayaran Gant
Kerugian kepada Menteri/ Kepala;

[.  penyaluran uang Ganti Kerugian schagaimana dimaksud
pada huruf d angka 2 dituangkan dalam Berita Acara
Penitipan Uang Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh
LMAN dan Menteri/ Kepala; dan

g. penyaluran uang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud
pada buruf d angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan
pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan penyerahan asl
dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Pengadaan
Tanah olch Pihak yang Berhak tanpa menunggu

tersedianya tanah dan/atau aset pengganti,

Pasal 61
Berdasarkan penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh
LMAN scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Menteri/Kepala
melakukan:
8. pengadaan aset pengganti sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; L
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b. monitoring atas pelaksanaan penyediaan aset pengganti
sebagaimana dimaksud pada huruf a:

¢. penyvaluran sisa uang untuk penyediaan aset pengganti
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak vyang
Berhak: dan

d. pengembalian sisa uang untuk penyediaan aset pengganti
Gantl Kerugian Pengadaan Tanah kepada Rekening Kas
Umum Negara, dalam hal Pihak vang Berhak tidak dapat
menerima uang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Dalam Bentuk Selain Uang

Pasal 62

Dalam hal pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

kepada Pihak yvang Berhak terhadap Objek Pengadaan Tanah

diberikan dalam bentuk selain uang, pemberian Ganti Kerugian

Pengadaan Tanah dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. nilai Ganti Kerugian ditetapkan sebesar hasil penilaian
oleh Penilai Pertanahan atas Objek Pengadaan Tanah vang
tercantum dalam validasi Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

b. pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah oleh LMAN dilakukan melalui penitipan uang Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah ke rekening atas nama
kementerian /lembaga selaku instansi yvang memerlukan
tanah;

¢. rekening atas nama kementerian/lembaga sebagaimana
dimaksud pada hurufl b merupakan rekening
penampungan sementara penitipan uang Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

"
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bidang pengelolaan rekening satuan kerja di lingkungan
kementerian /lembaga;

d. pelaksanaan penitipan uang Ganti Kerugian sebagaimana
dirnaksud pada huruf b dilaksanakan bersamaan dengan
pelepasan Objek Pengadaan Tanash dan penverahan asli
dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Pengadaan
Tanah oleh Pihak wyang Berhak tanpa menunggu
tersedianya tanah dan/atau aset pengganti; dan

€. pelaksanaan  pengadaan aset pengganti untuk
pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Objek

Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menteri/Kepala menyampaikan permohonan pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN;

b. permohonan pembavaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi
dengan kelengkapan dokumen permohonan pembayaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan
Pasal 33:

.  LMAN  melakukan  penelitian  administrasi atas
permchonan pembayaran scbagaimana dimaksud pada
huruf a dan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. dalam hal permohonan pembayaran Ganti Kerugian
schagaimana dimaksud pada hurufl a disetujui, LMAN:

1. menerbitkan surat persetujuan pembayaran Ganti
Kerugian; dan

4. melakukan penyaluran vang untuk penitipan Ganti
Kerugian ke rekening atas nama
kementerian /lembaga yang ditunjuk,

‘}"I”



dalam hal permohonan pembayaran Ganti Kerugian
sebagaimana dimaksud pada huruf a tdak disctujui,
LMAN mengembalikan permohonan pembayaran Ganti
Kerugian kepada Menteri/ Kepala;

penyaluran uang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud
pada huruf d angka 2 dituangkan dalam Berita Acara
Penitipan Uang Ganti Kerugian yang ditandatangani olch
LMAN dan Menteri/ Kepala;

penyaluran unang Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud
pada huruf d angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan
pelepasan Objek Pengadaan Tanah dan penyerahan asli
dokumen kepemilikan/penguasaan Objek Penpadaan
Tanah oleh PFihak yang Berhak tanpa menunggn
tersedianya tanah dan/atau aset pengganti.

Pasal 64

Berdasarkan penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh
LMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Menteri/Kepala
melakukan:

B

pengadaan aset penggantl sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

monitoring atas pelaksanaan penyediaan aset pengganti
secbagaimana dimaksud pada huruf a;

peniyaluran sisa uang untuk penyvediaan aset pengganti
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yvang
Berhak; dan

pengembalian sisa uang untuk penyediaan aset penpgeanti
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Rekening Kas
Umum Negara, dalam hal Pihak yang Berhak tidak dapat
menerima uang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB VI
PEMBAYARAN DANA BADAN USAHA YANG SUDAH
DIBAYARKAN TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN
TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu
Pengadaan Tanah Dengan Menggunakan Dana Badan Usaha

Pasal 65

(1] Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Provek
Strategis Nasional dapat menggunakan dana Badan Usaha
terlebih dabulu dalam rangka percepatan pelaksanaan
Pengadaan Tanah.

[2) Menterif/Kepala mengajukan permohonan persetujuan
penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu kepada
Menteri Keuangan sebelum melakukan perjanjian dengan
Badan Usaha untuk penggunaan dana Badan Usaha
schagaimana dimaksud pada avat {1).

{3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disetujui, Menteri Keuangan:

a. menyampaikan persetujuan kepada Menteri/Kepala;
dan

b. melakukan penganggaran kebutuhan dana sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Menteri/Kepala melakukan perjanjian
dengan Badan Usaha untuk pengpgunaan dana Badan
Usaha terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi
Provek Strategis Nasional.

Pasal 66
(1) Menteri/Kepala dan Badan Usaha membuat nota
kesepahaman dengan LMAN sebagal dasar pembayaran
dana Badan Usaha yang telah digunakan terlebih dahulu
untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

v
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Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. dasar perjanjlan antara Menteri/Kepala dengan
Badan Usaha;

b. jumlah neminal yang diperjanjikan;

¢. besar biaya dana (cost of fund) vang diperjanjikan, jika
ada;

d. permnyataan bahwa Menterif/Kepala bertanggung
jawab sepenuhnya atas kebenaran formil dan materiil
perjanjian dimaksud;

€. pernyvalaan bahwa LMAN melakukan pembayaran
dengan nilail sebesar sebagaimana tercantum dalam
perjanjian; dan

.  pernyataan bahwa Menteri/Kepala bertanggung
jawab atas pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian
dengan menggunakan dana Badan Usaha terlebih
dahulu  sesuai  dengan persetujuan Menteri

Keuangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

(1)

(2]

Pasal 67

Berdasarkan wvalidasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan
Tanah, PPK Pengadaan Tanah melakukan pengujian
kesesuaian data yang tercantum dalam wvalidasi dan
dokumen Pengadaan Tanah.

Pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen
atas:

a. kesesuaian Pihak yang Berhak scbagai penerima

Ganti Kerugian;
b. kesesuaian luas dan dokumen kepemilikan Objek

Pengadaan Tanah;

»
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c. lokasi Objek Pengadaan Tanah dan waktu
pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian dengan
lokasi dan masa berlaku Penetapan Lokasi;

d. kesesuaian  aritmatika nilai  Ganti  Kerugian
Pengadaan Tanah dari hasil penilaian Penilai
Pertanahan dan Objek Pengadaan Tanah yang
tercantum dalam Daftar Nominatil berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan
sebelumnya; dan

¢. status pembavaran Oanti Kerugian Objek Pengadaan
Tanah guna menghindari duplikasi pelaksanaan
pembayaran.

Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memperhitunglkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai vang

harus dibayarkan kepada Pihak yang Berhak yang
ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) PPK Pengadaan Tanah menyampaikan SPP-GK

Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha.

Pasal 68
Berdasarkan SPP-GK dari PPK Pengadaan Tanah, Badan
Usaha melakukan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah kepada Pihak yang Berhak.
Ketentuan pelaksanzan pembayaran Ganti Kerugian
Penpgadaan Tanah oleh PPK Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berlaku
mutatis mutandis untuk pelaksanaan pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah dengan menggunakan dana
Badan Usaha terlebih dahulu.
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Bagian Ketiga
Permohonan Pembayaran

Pasal 69
Setelah Pengadaan Tanah selesal dilaksanakan atas seluruh
atau sebagian Objek Pengadaan Tanah yang tercantum dalam
Penetapan Lokasi, Badan Usaha mengajukan permohonan
tertulis pembayaran dana Pengadaan Tanah vang telah
dibayarkan  terlebih dahulu kepada LMAN melalui
Menteri/Kepala.

Pasal 70

{1} Berdasarkan permohonan pembavaran dana Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80,
Menteri/Kepala menugaskan PPK Pengadaan Tanah
untuk:

a. melakukan pengujian  kesesuaian  dokumen
pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah:; dan

b.  melengkapi dokumen pendukung dalam rangka
pengujian oleh PPSPM.

(2) PPSPM melakukan penpgujian kesesuaian dokumen
pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

(3] Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri dari Lkelengkapan dokumen permohonan
pembayaran Ganti Kerugian kepada LMAN scbagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pendanaan pengadaan tanah bagi pecmbangunan
untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan
Provek Strategis Nasional.

(4] Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian scbagaimana
dimaksud pada ayat (1, FF3PM pada

kementerian /lembaga menyampaikan rekomendasi

-
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pembayaran dan SPP-GK beserta dokumen pendukung
kepada Menteri/Kepala.

Pasal 71
Dalam rangka pengujian permohonan pembayaran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Menteri/Kepala
dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah.
Hasil pengujian kesesuaian yvang dilakukan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah scbagaimana dimalisud
pada ayat (1) dapat menjadi salah satu pertimbangan
pengajuan permohonan pembayaran dana Badan Usaha
yang terlebih dahulu digunakan untuk Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah oleh Menteri/Kepala kepada LMAN.
Biaya pelaksanaan pengujian sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada kementerian /lembaga.

Pasal 72
Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 70 dan Pasal 71, Menteri/Kepala
menyampaikan permohonan pembayaran dana Badan
Usaha kepada LMAN.
Permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit
memuat nama Proyek Strategis Nasional, nama Badan
Usaha, dan jumlah nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
dengan melampirkan daftar Objek Pengadaan Tanah
berupa data atau informasi sebagai berikut:
a. nomor SPP-GK dari PPK Pengadaan Tanah kepada
Badan Usaha;
b. nama Pihak yang Berhak;
jenis Objek Pengadaan Tanah;
d. nomor urut Daftar Nominatif;
€. Nomor Induk Bidang (NIB) atau Nomor Induk
Sementara (NIS);

i

-
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f. nama desa/kelurahan dan kecamatan lokasi Objek
Pengadaan Tanah;,

£ jenis dokumen kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;

h. luas Objek Pengadaan Tanah; dan

1. mnilal Ganti Kerugian,

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tdak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{3) Permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah scbagaimana dimaksud pada avat (2) harus
dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi dokumen identitas Pihak yang Berhak yang
telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

b. [otokopi bukti kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
yang telah dilegalisasi  oleh Kepala Kantor
Pertanahan;

c. fotokopi laporan hasil penilaian oleh Penilai
Pertanahan yang telah dilegalisasi oleh PPK
Pengadaan Tanah;

d. fotokopi surat validasi vang dilegalisasi oleh Kepala
Kantor Pertanahan;

e. [fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak vang telah
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

f. fowkopi kuitansi pembavaran Ganti Kerugian yang
telah dilegalisasi cleh Kepala Kantor Pertanahan;

g. [otokopi Berita Acara pemberian Ganti Kerugian yang
telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

h. asli surat pernyataan tanggpung jawab mutlak dari
PPK Pengadaan Tanah yang memuat:

1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada
Pihak yang Berhak; dan

2. klausula bahwa PPK Pengadaan Tanah
bertangpung jawab sepenuhnya atas
pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan

kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian

>



-63 -

apabila  terdapat kesalahan pembayaran
dan /atau kelebihan pembayaran.

(4] Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf h disusun sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

[Z) Legalisasi scbagaimana dimaksud pada ayat ([3)
menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah sesuai
dengan dokumen vyang diterbitkan atau diterima oleh
pejabat yang berwenang dalam proses Pengadaan Tanah.

{6) Dalam hal terdapat sebagian kelengkapan dokumen
schagaimana dimaksud pada avait (3) yang tidak
dilegalisasi, dokumen terscbut dapat dipunakan sebagai
persyaratan permohonan pembavaran Ganti Kerugian
sepanjang dilengkapi dengan surat pengesahan oleh PPK
Pengadaan Tanah atau Kepala Kantor Pertanalan sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini,

(7} Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dan ayat (3] dapat disampaikan dalam
bentuk dokumen clektronik,

(8] Dalam hal surat dan dokumen disampaikan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada avat (7),
penyampaian surat dan dokumen dilengkapi dengan surat
pernyataan dari PPK Pengadaan Tanah mengenai
kesesuaian dokumen elektronik atau Arsip Data Komputer
(ADK/ softcopy) dengan dokumen fisik (hardcopy).

(9] Surat pernyataan kesesuailan sebagaimana dimaksud
pada ayat {8) disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian surat dan
dokumen dalam bentuk elektronik atau Arsip Data

>
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Komputer (ADK/saoftcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) diatur dengan peraturan pemimpin LMAN.

Pasal 73
Dokumen identitas Pihak yang Berhak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. bagi perorangan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
vang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
b. bagi badan hukum berupa:

1. akta pendirian, berupa Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga badan hukum
bersanglkutan;

2. surat pengesahan badan hukum  dari
kementerian yang menyelengparakan fungsi
pemerintahan di bidang hukum;

3. surat kuasa penerimaan Ganti Kerugian dan
pelepasan Objek Pengadaan Tanah kepada pihak
vang ditunjuk sesuai dengan ketentuan vang
tercantum dalam akta pendirian berupa
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
badan hukum, jika dikuasakan; dan

4.  kartu Tanda Penduduk [KTP) yang dilegalisasi
olch Kepala Kantor Pertanahan alas nama pihak
vang ditunjuk sesuai Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga atau surat kuasa:

c. bagi instansi pemerintah berupa:

1. surat tugas/surat kuasa /keputusan
pengangkatan pejabat vang memiliki
kewenangan; dan

4. RKartu Tanda Penduduk (KTP} pecjabat/pecgawai
vang ditugaskan/dikuasakan yvang dilegalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan;

d. bagi pemerintah desa berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

¥
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2. surat pengangkatan/pengesahan sebagai kepala
desa;

e. bagi nazhir berupa:

1. kartu Tanda Penduduk (KTP| nazhir yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

2. surat pengesahan nazhir dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang agama;

f. bagi ahli waris berupa:

1. surat keterangan kematian;

2. surat keterangan ahli waris;

3. surat kuasa dari para ahli waris, jika
dikuasakan; dan

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP} pihak yang
memberikan dan diberikan kuasa yang
dilegalisasi olch Kepala Kantor Pertanahan;

g. bagi perorangan selaku penerima kuasa berupa:

1. surat kuasa penerimaan Ganti Kerugian dan
pelepasan Objek Pengadaan Tanah dengan
ketentuan 2 (dua) derajat ke atas/ke bawah atau
suami/isteri yang dilengkapi dengan dokumen
yang membuktikan adanya hubungan keluarga
antara yang menpuasakan dengan vang
dikuasakan; dan

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak vang
memberikan dan diberikan kuasa vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dokumen berupa
Kartu Tanda Penduduk [KTP) dapat digantikan dengan
Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilegalizasi oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

Dalam hal Pihak yang Berhak merupakan warga negara
asing, fotokopi dokumen identitas berupa paspor yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan,

=
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Pasal T4

{1} Dokumen  kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3} huruf b
terdiri atas dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan
Objek Pengadaan Tanah berupa:

a. tanah; dan/atau
b. bangunan, tanaman, benda lain.

(2) Dokumen  kepemiliken Objek Pengadaan Tanah
aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. untuk tanah perorangan atau badan hukum berupa

dokumen kepemilikan [ penguasaan tanah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang penyelenggaraan pengadaan
tanah bag pembangunan untuk kepentingan umum
beserta peraturan perubahannya vang dilegalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan;

b. untuk tanah BMN:

1. dokumen kepemilikan/ penguasaan tanah
sebagaimana diator dalam peraturan
perundang-undangan cli bidang
penyelenggaraan pengadaan tanakh bagi
pembangunan untuk kepentingan umum
beserta  peraturan  perubahannya — yang
dilegalizasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

2. tanah yang berada pada Pengguna Barang
berupa surat persetujuan penghapusan dari
Pengelola Barang; dan

3. tanah yang berada pada Pengelola Barang
berupa keputusan penghapusan BMN dari
Daftar Barang Pengelola;

c. untuk tanah BMD berupa:

1. dokumen kepemilikan /penguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan el bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi

;/"
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pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan: dan

2. surat persetujuan pemindahtanpanan dan
pejabat vang berwenang;

untuk tanah milik BUMN/BUMD berupa:

1. dokumen kepemilikan / penpuasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan: dan

2. persetmjuan pemindahtanganan aset dar
pejabat vang berwenang;

untuk aset desa berupa tanah atau tanah kas desa

berupa:

1. dokumen kepemilikan fpenguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;
surat izin tukar menukar dari Gubernur; dan
peraturan/ketetapan dari  Bupati/Walikota
mengenal penggunaan sisa uang Ganti Kerugian,
dalam hal terdapat sisa uang ganti kerugian
vang dibayarkan oleh badan wusaha terlebih
dahulu;

untuk tanah wakaf berupa:

1. dokumen kepemilikan/penguasaan tanah
schagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum vang

dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

}’.r"
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2. surat izin tukar menukar dari menteri vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di
bidang agama atau pejabat yang berwenang;

g. untuk tanah kehutanan berupa:

1. dokumen  kepemilikan/penguasaan tanah
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang
penyelengearaan  pengadaan  tanah  bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilegalisasi olch Kepala Kantor Pertanahan; dan

2.  keputusan perubahan fungsi kawasan hutan
menjadi area pengpunaan lain dari menteri yang
menyelenggarakan wrusan pemerintahan di
bidang kehutanan atau pejabat yang berwenang.

Dokumen kepemilikan/penguasaan bangunan, tanaman,
atau benda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas dokumen kepemilikan bangunan,
tanaman, atau benda lain sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum yang dilegalisasi oleh Kepala
Kantor Pertanahan.
Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan,
tanaman, atau garapan di atas tanah negara bebas,
dokumen kepemilikan / penguasaan schagaimana
dimaksud pada ayvat (3) dilengkapi dengan:
a. daftar nominatif yang memuat bangunan, tanaman,
atau penggarap berada; dan
b. surat keterangan dari Kantor Pertanghan yang
menyatakan bahwa tanah negara bebas tersebut
dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah

Eepublik Indonesia dengan memuat lokasi, luas dan

nomeor bidang tanah pada daftar nominatif,

Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan,
tanaman, garapan, atau pemindahan makam di atas

tanah yang sudah dibayarkan Ganti Kerugian Pengadaan
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Tanahnya oleh Menteri/ Kepala, dokumen

kepemilikan/penguasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3} dilengkapi dengan:

a. daftar nominatif yang memuat bangunan, tanaman,
atau penggarap berada; dan

b.  sural keterangan dari Menteri/Kepala atau pejabat
yang diberi kelimpahan kewenangan atau PPK

Pengadaan Tanah yang memuat:

1. keterangan bahwa  bangunan, tanaman,
garapan, makarmnm atau segala sesuatu yvang
melekat di atas tanah tersebut, telah berdiri
sebelum dilakukan pembayaran Ganti Kerugian
atas tanah dalam rangka Pengadaan Tanah
Proyek Strategis Nasional;

4. pembayaran Ganti Kerugian atas tanah
dilakukan dengan pembiayaan selain dari LMAN;
dan

3. tanah dipercleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam rangka Pengadaan Tanah Proyek Strategis
Nasional.

Untuk Objek Pengadaan Tanah berupa bangunan,
tanaman, atau garapan yang berdiri di atas tanah milik
pihak lain, doekumen kepemilikan/ penguasaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
a. dokumen kepemilikan/penguasaan berupa surat
penguasaan fisik yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor
Pertatiahan; dan
b. daftar nominatif vang memuat bangunan, tanaman,

atau penggarap berada.

Pasal 75

Dalam hal terdapat perbedaan luas Objek Pengadaan Tanah
berupa tanah yang tercantum dalam validasi dan dokumen
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, maka
permohonan pembayaran Ganti Kerugian dilengkapi dengan

surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)

i
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yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan paling sedikit

2 [dua] orang saksi dengan luas yang sesuai dengan hasil

pengukuran teralkhir.,

Pasal 76

Dalam hal pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang

Berhak melalui penitipan kepada Pengadilan Negeri setempat,

permohonan pembayaran dilengkapi dengan dokumen berupa:

= B

(1)

(2]

fotokopi laporan hasil penilaian yang dilegalisasi oleh PPK
Pengadaan Tanah;

fotokopi  surat rekomendasi/Berita Acara untuk
menitipkan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri
setempat  dari  Pelaksana Pengadaan Tanah vyang
dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pertanahan;

fotokopd penetapan Pengadilan Negeri setempat mengenai
penitipan  Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri
setempat; dan

fotokopi Berita Acara Penyimpanan Penitipan Gant
Kerugian kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Keempat

Alternatif Dokumen Permohonan Pembayaran Dana
Badan Usaha

Pasal 77
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau
ketidaklengkapan dokumen permohconan pembayaran
dana Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 sampai dengan Pasal 76, permohonan pembayaran
dana Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 dapat dilengkapi dengan fotokopi sertipikat Objek
Pengadaan Tanah atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.g. kementerian/lembaga, yvang dilegalisasi
oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Fotokopi sertipikat Objek Pengadaan Tanah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:

7
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a. surat pernyataan dari Menteri/Kepala selaku instansgi
vang memerlukan tanah yang menyatakan bahwa
bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Provek
Strategis Nasional;

b. fotokopi kuitansi pembayaran Ganti Kerugian; dan

¢. fotokopi laporan hasil penilaian oleh Penilai
Pertanahan.

(3] Dalam hal pemberian Ganti Kerugian untuk Objek
Pengadaan Tanah tertentu tidak ditwangkan dalam
kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat [2) hurul b,
permohonan  pembayaran dana Badan Usaha dapat
dilengkapi dengan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian
atau bukti penyaluran uvang Ganti Kerugian dari Badan
Usaha melalui jasa perbankan.

Pasal 78

(1) Pensertipikatan Objek Pengadasn Tanah atas nama
Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian /lembaga
dilakukan PPK Pengadaan Tanah berdasarkan kuasa darn
Menteri/Kepala sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[2) Biaya pensertipikatan Objek  Pengadaan Tanah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan
Tanah pada kementerian/lembaga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Dalam hal terdapat perbedaan luas Objek Pengadaan Tanah
dan luas yang tercantum dalam sertipikat Objek Pengadaan
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, maka sertipikat
tersebut dilengkapi dengan berita acara/surat keterangan dari
Kantor Pertanahan yang mencrangkan adanya perbedaan luas

tersebut.

5



-7

Bagian Kelima

Penelitian Administrasi

Pasgal B0

(1) LMAN melakukan  pencliian administrasi atas
permohonan dari Menteri/Eepala untuk pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis
Nasional schagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

[2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas kesesuaian data yang tercantum dalam
surat permohonan Menteri/Kepala dengan kelengkapan
dokumen vang disampaikan oleh Menteri/Kepala
stbapaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan
Pasal 79.

(3] Ketentuan mengenai penclitian administrasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 berlaku
mutatis mutandis untuk pelaksanaan penelitian
administrasi atas permohonan pembayaran dana Badan
Usaha schagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81
Khusus untuk dokumen kelengkapan berupa sertipikat Objek
Pengadaan Tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia
c.q. kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78, dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi
terdapat perbedaan data luas dan nilai Gant Kerugian maka:
a. luas Objek Pengadaan Tanah yvang digunakan adalah luas
vang tercantum dalam sertipikat Objek Pengadaan Tanah
atas nama Pemerintah  Republik Indonesia  c.q.
kementerian/lembaga; dan
b. nilai Ganti Kerugian yang dibayarkan kepada Badan
Usaha sebesar nilai yang dibayarkan oleh Badan Usaha
kepada Pihak yang Berhak scsual dengan kuitansi
pembayaran atau berita acara penyerahan Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah dalam hal dibayarkan dalam bentuk

selain uang. o
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i)

{3)

(1)

[2)

1]

i

Bagian Keenam
Pembayvaran Dana Badan Usaha

Pasal 82

Pembayaran dana Badan Usaha yvang digunakan terlebih
dahulu untuk Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional dilaksanakan secara langsung oleh
LMAN kepada Badan Usaha.

Pembayaran dana Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan olech LMAN melalui jasa perbankan
ke rekening atas nama Badan Usaha.

Pembukean rekening atas nama Badan Usaha
schagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
LMAN melalui pihak perbankan yang ditunjuk oleh LMAN,

Bagian Ketujuh
Pembayaran Biaya Dana (Cost of Fund)

Pasal 83
Berdasarkan pembayaran dana oleh LMAN kepada Badan
Usaha scebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan
Usaha menyampaikan permochonan pembayaran biaya
dana (cost of fund) kepada Menteri/Kepala.
Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Badan Usaha kepada
Menteri/ Kepala paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
pembayaran dana Badan Usaha oleh LMAN.
Penghitungan biaya dana (cost of fund) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak tanggal:
a. Berita Acara Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh
Pihak yang Berhak;
b. Berita Acara Penyimpanan Penitipan Uang Ganti
Kerugian vang ditandatanpani oleh Panitera

Pengadilan Negeri; atau

.:J,..-f"
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€. kuitansi pembayaran  Ganti  Kerugian yang
ditandatangani ocleh Pihak yang Berhak/Panitera
Pengadilan Negeni setempat,
sampai dengan tanggal LMAN mengembalikan dana Badan
Usaha.
[Dalam hal terdapat perbedaan tanggal antara Berita Acara
Pelepasan Hak sebagaimana dimalisud pada ayvat (2) huruf
a dengan tanggal kuitansi pembayaran Ganti Kerugian
kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf ¢, biaya dana [cost of fund) diperhitungkan
dengan menggunakan tanggal paling akhir dari Berita
Acara Pelepasan Hak atau kuitansi pembavaran Ganti
Kerugian.
Dalam hal terdapat perbedaan tangegal antara Berita Acara
Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dengan tanggal kuitansi pembayaran
Ganti Kerugian kepada Panitera Pengadilan Negeri
sctcmpat schagaimana dimaksud pada avat (2) huruf c,
biaya dana (cost aof fiind) diperhitungkan dengan
menggunakan tanggal paling akhir dari tanggal antara
Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian atau kuitansi
pembayaran Ganti Kerugian kepada Panitera Pengadilan
Megeri sctempat.
Terhadap Objek Pengadaan Tanah dengan karakteristik
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2),
biaya dana {(cos{ of fund) dihitung sejak tanggal paling
akhir antara:
a. persetujuan pejabat vang berwenang;
b. Berita Acara Pelepasan Hak; atau
¢. Berita acara serah terima Objek Pengadaan Tanah,
sampai dengan tanggal LMAN melakukan penggantian
pembayaran Ganti Kerugian kepada Badan Usaha.
Suku bunga biaya dana (cost of fund) ditetapkan sebesar
Bl 7-days repo rate pada tanggal dimulainya penghitungan
biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) sampai dengan ayat [6).
7
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(8} Biaya dana (cost of fund) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan formula sebagai berikut:

. [Janglka Waktu}
Biava Dana = [Bl Rale) X x Jumlah Dana
65
Keterangan:
Biaya Dana = Biaya Dana (coest of fund) Badan Usaha
(Rp]
Bl Rate =Bl 7 days repo rate pada tanggal

dimulainya penghitungan biaya dana
(cost of fund) sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) sampai dengan ayat (6)

Janglka Waktu = Jangka waktu biaya dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sampai dengan
avat |5)

Jumlah Dana = Jumlah dana Badan Usaha yang
terlebih dahulu digunakan untuk
pembayaran Ganti Kerugian kepada
Pihak vang Berhak

Pasal 84

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83, Menteri/Kepala melakukan penghitungan dan
pengujian biaya dana {cost of fund).

(2) Dalam rangka penghitungan dan pengujian biayva dana
lcost of fund] sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri/ Kepala menugaskan PPK Pengadaan Tanah dan
FPPSFM untuk melakukan pengujian atas permohonan
yang disampaikan olch Badan Usaha,

(3] Pengujian olch PPK Pengadaan Tanah dan PPSPM
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan atas
kesesuaian perhitungan besaran biaya dana (cost of fund)
dari besaran tingkat suku bunga dan jangka waktu
penghitungan, berdasarkan dokumen scbagai berikut:

a. surat permohonan pembayaran biaya dana (cost of
fund) dari Badan Usaha;

.



“Th -

b. dokumen pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah, berupa berita
acara/kuitansi/persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83: dan

€. dokumen pembayaran dana Badan Usaha vyang
digunakan terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah
oleh LMAN.,

{4} Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], Menteri/Kepala menyampaikan permohonan
pembayaran biaya dana (cost of fund) kepada LMAN.

Pasal 85

{1} LMAN melakukan peneliian administrasi atas
permohonan  pembayaran vang disampaikan oleh
Menteri [ Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal B4.

{2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penelitian kesesuaian nilai biaya dana (cost af
fund) vang diajukan oleh Menteri/Kepala dengan
kesesuaian tanggal LMAN melakukan pembayaran.

(3] Jumlah biaya dana (eost of fitnd) berdasarkan perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

{4} Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) dapat melibatkan aparat pengawasan intern

pemerintah dan /atau pihak lain yang kompeten,

Pasal 86

{1} Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85, LMAN membayarkan langsung
biava dana [cost of fiind) kepada Badan Usaha,

(2} Pembayaran biaya dana [cost of fund) kepada Badan Usaha
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
LMAN melalui jasa perbankan ke rekening atas nama
Badan Usaha yvang telah dibukakan oleh LMAN.

{3) Pengenaan pajak atas pembayaran biaya dana (cost of
fund) kepada Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan

¥
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ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

BAB VIl
REKONSILIASI PENDANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 87

{1} Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Proyek Stratepis Nasional, Menteri/ Kepala dan LMAN
meclaksanakan rekonsiliasi capaian pelaksanaan Provek
Strategis Nasional atas pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah.

{2} Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mencocokkan kesesuaian data:

a. jumlah bidang tanah dan nilai Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah yang telah dibayarkan oleh LMAN;

b. jumlah bidang tanah dan nilai Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah yang telah ditagihkan, tetapi belum
dibayarkan oleh LMAN:

c. sisa alokasi dana Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional pada tahun berjalan.

{3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilakukan paling sedikit 1 [satu] kali dalam & (enam)]
bulan.

{4) Hasil rekonsiliasi sebapaimana dimaksud pada avat (2|
dapal digunakan oleh Menteri/ Kepala:

a. untuk mengajukan revisi anggaran belanja modal
pada DIPA kementerian/lembaga tahun berjalan; dan
b. sebagai sumber pencatatan kewajiban Pemerintah
atas realisasi dana Badan Usaha yang digunakan
terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional dalam laporan keuangan

kementernan /lembaga terkait.

o
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Pasal 88

(1} Dalam hal pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
bagi Proyvek Strategis Nasional menggunakan dana Badan
Usaha terlebih dahulu, Menteri/Kepala dan Badan Usaha
meclakksanakan rckonsiliasi penggunaan dana Badan
Usaha terlebih dahulu untuk pembayaran Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah.

14} Rekonsiliasi penggunaan dana Badan Usaha terlebih
dahulu untuk pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mencocokkan kesesuaian data:

a. jumlah bidang tanah dan nilai Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah vang telah dibayarkan olch Badan
Usaha;

b. jumlah bidang tanah dan nilai dana Badan Usaha
vang telah diajukan permohonan pembayaran oleh
Menteri/ Kepala kepada LMAN;

¢. jumlah bidang tanah dan nilai dana Badan Uszha
vang telah dibayarkan olech LMAN kepada Badan
Usaha;

d. jumlah bidang tanah dan nilai dana Badan Usaha
vang telah diajukan permohonan pembayaran kepada
LMAN, tetapi belum dibayarkan kepada Badan
Usaha;

€. sisa alokasi dana Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional pada tahun berjalan dan sisa dana
Pengadaan Tanah dalam perjanjian penggunaan dana
Badan Usaha terlebih dahulua untuk Pengadaan
Tanah bagi Proyek Strategis Nasional,

{3} Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan,

>
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BAB VIII
PENGESAHAN BELANJA MODAL PADA
KEMENTERIAN {LEMBAGA

Bagian Kesatu

Penganggaran Belanja Modal oleh Menteri f Kepala.,

Pasal 89

(1} Kementerian/lembaga yang bertindak sebagai instansi
yvang memerlukan tanah dalam rangka Proyvek Strategis
Nasional oleh LMAN mencatat selurub realisasi
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam
rangka Proyek Strategis Nasional oleh LMAN pada tahun
anggaran berjalan sebagai realisasi belanja modal
kementerian/lembaga tahun anggaran berjalan.

{2) Dalam hal nilai realisasi pembayaran Pengadaan Tanah
dalam rangka Proyek Sirategis Nasional oleh LMAN lebih
kecil daripada nilai permohonan pembayaran dana Badan
Uzaha oleh Menteri/Kepala kepada LMAN sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 70, maka Menterl / Kepala mencatat
selisih nilai tersebut sebagai aset tetap dari Pengadaan
Tanah dalam rangka Proyek Strategis Nasional oleh LMAN
dan kewajiban dalam laporan keuangan tahunan
kementerian /lembaga bersangkutan,

(3) Pencatatan realisasi belanja modal atas selisih nilai
sebagaimana pada ayat (2) dilakukan setelah LMAN
melakukan  pembayaran  kepada Badan  Usaha
sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 90
(1) LMAN menvusun daftar realisasi pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah sampai denpgan akhir semester
periode laporan keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat
menyampaikannya secara bertahap kepada
Menterif Kepala.

7
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Pada periode laporan keuangan semester II tahun
berjalan, penyampaian  daftar  realisasi  kepada
Menteri/ Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun
anggaran berakhir.
Berdasarkan daftar realisasi LMAN  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri/Kepala
mengajukan revisi anggaran dalam rangka pengesahan
atau  pencatatan  belanja  modal pada  DIPFA
kementerian/ lembaga.
Usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memuat informasi mengenai akumulasi nilai realisasi
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh LMAN
pada semester bersangkutan.
Usulan revisi anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan oleh Menteri/Kepala kepada Direktur
Jenderal Angparan dengan kelengkapan dokumen,
melipuki:
a. surat usulan revisi anggaran dari unit eselon [
kementerian flembaga;
b. Arsip Data Komputer (ADK [/ softfcopu;
laporan nilai total akumulasi realisasi pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah olech LMAN kepada
Menteri/ Kepala; dan
d. hasil revin dari aparat pengawasan intern pemerintah
kementerian /lembaga.
Usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4}, ditambahkan keterangan “dalam rangka pencatatan
atas Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh LMAN®,
Pada periode laporan keuangan semester [I tahun berjalan
usulan revisi anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat
(3] dapat diajukan oleh Menteri/Kepala dengan batas
akhir penerimaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
setelah tahun anggaran beralkhir.

¥
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(8] Pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat |7) dilaporkan dalam APBN Perubahan dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,

Bagian Kedua
Pencatatan Realisasi Belanja Modal

Pasal 91

(1) Setelah tersedianva anggaran dalam DIFA hasil revisi
anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan
laporan realisasi pembayaran Ganti Kerugian oleh LMAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), PPK
Pengadaan Tanah menyampaikan SPP pengesahan belanja
modal dan penerimaan pembiayaan kepada PPSPM pada
kementerian/lembaga, dengan dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPA
pada kementerian /lembaga;

b.  surat realisasi pembayaran Ganti Kerugian oleh
LMAN yang dilengkapi dengan rincian bidang dan
nilai tanah yvang dibayar; dan

¢. rincian  bidang yang sudah dibayarkan Ganti
Kerugian yang disusun oleh PPK Pengadaan Tanah.

(2} SPP pengesahan belanja modal dan penerimaan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mencantumkan nilai pengesahan belanja modal
yang sama dengan nilai realisasi pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan oleh LMAN.

(3} FP3FM pada kementerian/lembaga melakukan pengujian
zecara  formil terhadap kelengkapan dan kebenaran
administrasi tagihan.

(4} Dalam hal SPP pengesahan belanja modal dan penerimaan
pembiayaan dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM pada
kementerian /lembaga menerbitkan dan menyampaikan
3PM pengesahan belanja modal dan penerimaan
pembiavaan kepada KPPN mitra kerja, dengan dokumen
kelengkapan sural pernyataan tanggung jawab mutlak

o//
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dari KPA opada kementerian/lembaga atas mnilai

pengesahan belanja modal di dalam SPM pengesahan

belanja modal dan penerimaan pembiayaan tersebut.

Dalam hal SPP pengesahan belanja modal dan penerimaan

pembiayaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tdak

benar, PPSPM pada kementerian/lembaga mengembalikan

SPP pengesahan belanja modal dan penerimaan

pembiayaan sccara tertulis dilengkapi dengan alasan

penolakan/pengembalian paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak SPP pengesahan belanja meodal dan penerimaan
pembiayaan diterima.

SPM pengesahan belanja modal dan penerimaan

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat

pengesahan belanja modal dan penerimaan pembiayaan,
yvang disusun dengan mencatat;

a. pengesahan belanja modal pada
kementerian/lembaga  sebesar nilai realisasi
pembayaran Ganti Kerugian oleh LMARN;

b. penerimaan pembiayaan pada BA BUN sebesar nilai
realisasi pembavaran Ganti Kerugian olch LMAN; dan

c. jumlah total nilai pengesahan belanja modal
secbhagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah
total nilai penerimaan pembiayaaan scbagaimana
dimaksud pada huruf b bernilai sama besar.

Pasal 92

KPPN menerima dan melakukan penelitian dan pengujian
atas S3PM pengesahan belanja modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91,

Dalam hal hasil peneliian dan pengujian memenuhi
persyaratan untuk dilakukan pengesahan, KPPN
menerbitkan SP2D untuk penpesahan realisasi belanja
modal dan penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1).

SP2D untuk pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala, untuk
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(1]
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selanjutnya salinannya diteruskan oleh Menteri/Kepala
kepada LMARN.

Penelitian dan penpgujian serta penerbitan  SP2D
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pasgagl 93

Berdasarkan SP2D  pengesahan belanja modal dan

penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, dilakukan pencatatan:

a. realisasi penerimaan pembiayaan oleh PPA BA BUN
999.03;

b.  pengurangan aset lain-lain BUN dan pos pencatatan
terkait sesuail ketentuan mengenai sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan badan layanan umum oleh
LMAN; dan

c. realisasi belanja modal dan aset tetap yang berasal
dari realisasi pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan
Tanah dalam rangka Proyvek Strategis Nasional oleh
LMAN oleh Menteri/Kepala.

Dalam hal pencatatan aset tetap dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)

mengakibatkan pencatatan ganda, kementerian (lembaga

melakukan koreksi dengan pengurangan pencatatan nilai
aset tetap dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB IX

PENGELOLAAN TANAH HASIL PENGADAAN TANAH OLEH

KEMENTERIAN /LEMBAGA

Bagian Kesatu
Pencatatan Tanah Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 94

LMAN melakukan pencatatan aset hasil Pengadaan Tanah

berdasarkan hasil pembayaran:

.

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang
Berhak atau penitipan melalui Pengadilan Negeri
sctempat; dan

Pembayaran dana Badan Usaha vang terlebih dahulu
digunakan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyvek Strategis
Nasional, termasuk biayva dana (cost of find).

Pasal 95

Berdasarkan SP2D Penpgesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93, LMAN mencatat pengurangan asct hasil Pengadaan
Tanah sebesar nilai yang tercantum dalam SP2D Pengesahan.

Bagian Kedua

Penetapan Status Penggunaan Tanah Hasil Pengadaan Tanah

(1)

(2]

13

Pasal 96
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan BEMN,
Pengelola Barang menctapkan status Penggunaan aset
hasil Pengadaan Tanah kepada kementerian /lembaga.
Penetapan status Penggunaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari
LMAN kepada Pengelola Barang,
Usulan penectapan status Penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], dilengkapi dengan:
a. SP2D Pengesahan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 93; dan

v i
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b. rekapitulasi bidang tanah wvang telah dibayarkan
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh LMAN,

(4] Berdasarkan usulan penetapan status Penggunaan BMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

menetapkan  status  Penggunaan BMN  kepada

kementerian /lembaga,

Bagian Ketiga
Pengelolaan Tanah Hasil Pengadaan Tanah

Pasal 97
Tanah hasil Pengadaan Tanah disertipikatkan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian /lembaga.

Pasal 98

(1] Menteri/Kepala bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengamarnan, pemeliharaan, pengawasan dan
pengendalian tanah hasil Pengadaan Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional.

{2} Pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan
pengendalian tanah hasil Pengadaan Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak pembayaran
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang
Berhak,

Pasal 99
Pengelolaan tanah hasil Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis
Nasional dilaksanakan eoleh Menteri/Kepala sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  bidang

pengelolaan BMN.
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BAB X
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 100

(1} Dalam rangka percepatan dan peningkatan aluntabilitas,
pelaksanaan Pendanaan Pengadasn Tanah bagi Proyek
Strategis Nasional dapat menggunakan sistem informasi,

{2} Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh LMAN, kementerian/
lembaga, dan/atau pihak lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

|3) LMAN dapat menggunakan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] vang pelaksanaannya lebih lanjut
diatur dengan peraturan pemimpin LMAN.

BABH X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101
(1) Dalam hal terdapat provek vang dikeluarkan dari

Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis

MNasional:

a, pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
selanjutnya dilakukan oleh Menteri/Kepala
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. dalam hal Pengadaan Tanah menggunakan dana
Badan Usaha terlebih dahulu, Menteri Keuangan
melakukan pengembalian dana termasuk biaya
dana (eost of fund) Badan Usaha yang
dibayarkan wuntuk Ganti Kerugian sampai
dengan tanggal ditetapkannya Peraturan
Presiden yang menghapus Proyek Strategis

Nasional tersebut;

¥
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¢, dalam hal terdapat sisa alokasi anpgaran
Pengadaan Tanah, Menteri Keuangan
mengalokasikan sisa  alokasi  anggaran
Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis Nasional
berdasarkan rekomendasi.

(2] Sisa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan bagian dari Dana Jangka Panjang
pada LMAN,

(3] Sisa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dipunakan untuk menambah alokasi dana
Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional lainnya
pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.

(4] Pengalokasian sisa dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dapat dilakukan oleh LMAN setelah
berkoordinasi dengan KPPIP.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102
Terhadap proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan atas dana Badan Usaha yang digunakan
terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis
Nasional wyang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 diselesaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,.

Pasal 103

Terhadap Pajak Pertambahan Nilai vang telah dibayarkan
kepada Pihak wyang Berhak oleh Badan Usaha sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini dan belum dibayarkan
oleh LMAN, besaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat
dibayarkan cleh LMAN sepanjang bidang tanah terscbut dapat
dilepaskan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan
dilengkapi dengan:

a. surat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

?(/
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b. laporan penilaian dari Penilai Pertanahan;

¢. Berita Acara Pelepasan Hak;

d. kuitansi pembavaran Ganti Kerugian;

e.  Berita Acara pemberian Ganti Kerugian; dan

. bukti setor Pajak Pertambahan Nilai oleh Pihak vang

Berhak kepada Rekening Kas Umum Negara,
yang memuat besaran nilai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 104

(1} Dalam hal terdapat dana Badan Usaha yang telah
digunakan terlebih dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi
Proyek Stratepis MNasional sebelum ditetapkannya
Peraturan Menteri ini dan belum dibayarkan oleh LMAN,
diajukan permohonan pembayaran kepada LMAN sesuai
dengan ketentuan vang diatur dalam Peraturan Menteri
1.

(2] Dalam hal dana Badan Usaha sebagaimana dimalsud
pada ayat (1} telah dilakukan verifikasi oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan dinyatakan
eligible, permohonan pembayaran kepada LMAN
dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(3] Dalam hal permohonan pembayaran telah dilengkapi
dengan laporan hasil verifikasi oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, dokumen permochonan
pembayaran vang disampaikan dapat tidak dilegalizasi
oleh pejabat yang berwenang sepanjang dilengkapi dengan
surat pernyataan dari  Menteri/Kepala atau PPK
Pengadaan Tanah yang menyatakan seluruh dokumen dan
informasi yang disampaikan telah sesuai dengan dokumen
asli dan benar merupakan dokumen yang cditerbitkan
dan/atau disampaikan pihak terkait dalam seluruh
tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis

v

Nasional,
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Pasal 105

Seluruh proses pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah
vang telah dilaksanakan oleh LMAN berdasarkan hasil

verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun

2020 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini

dinyatakan sah sepanjang:

.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keunangan Nomor 21/PMEK.06/2017 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis Nasional dan
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 209 /PME.06/2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017
tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi
Proyck Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil
Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1704}); dan

dilengkapi dengan surat pernyataan dari Menteri/Kcpala
atau FPK Pengadaan Tanah yvang menyatakan seluruh
dokumen dan informasi yang disampaikan telah sesuai
dengan dokumen asli dan benar merupakan dokumen
yang ditcrbitkan dan/atau disampaikan pihak terkait
dalam seluruh tahapan pelaksanaan Penpadaan Tanah
Provek Strategis Nasional.

Pasal 106

Terhadap proses permohonan pembavaran:

Gianti Kerugian kepada Pihak yang Berhal;

dana Badan Usaha yang digunakan terlebih dahulu untuk
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan

biaya dana [cost of fund) kepada Badan Usaha,
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yvang telah disampaikan oleh Menteri/Kepala kepada LMAN

sebelum  ditetapkannya Peraturan Menteri  ini, dapat

dilanjutkan prosesnya oleh LMAN dengan ketentuan:

a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuvangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 3235) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017
tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagl
Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil
Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1704); dan

b. dilengkapi dengan surat pernyataan dari Menteri/Kepala
atau PPK Pengadaan Tanah yang menyvatakan seluruh
dokumen dan informasi yang disampaikan telah sesuai
dengan dokumen asli dan benar merupakan dokumen
vang diterbitkan dan/atau disampaikan pihak terkait
dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah

Proyek Strategis Nasional,

Pasal 107

Terhadap bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan status
pENggunaannya aleh Pengelola Barang kepada
kementerian /lembaga dan telah diusulkan pensertipikatannya
oleh LMAN kepada Kantor Pertanahan setempat scbelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, usulan pensertipikatan
tersebut dapat diproses pensertipikatannya atas nama
Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian /lembaga oleh
Menteri/Kepala berdasarkan:

a. keputusan penetapan status penggunaan BMN dari

Pengelola Barang; dan

-
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b. surat pemberitahuan dari LMAN kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria
dan tata ruang dengan tembusan kepada Kantor
Pertanahan setempat.

Pasal 108

(1) Terhadap tanah hasil Pengadaan Tanah yang telah
disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
c.q. Kementerian Keuangan dan telah ditetapkan status
pengpunaannya kepada kementerian/lembaga sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Menteri/Kepala
dapat melakukan balik nama sertipikat atas nama
Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian flembaga
sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

{2} Terhadap tanah hasil Pengadaan Tanah yang belum
disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia
dan telah ditetapkan status penggunaannya kepada
kementerian /lembaga sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteri ini, Menteri/Kepala melakukan pensertipikatan
atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.
kementerian /lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3] Sertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2] disampaikan oleh LMAN kepada
Menteri/ Kepala dengan disertai rincian bidang tanah vang
telah disertipikatkan.

Pasal 109
Pengujian tagihan oleh PPSPM dalam proses permohonan
pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari
Menteri/Kepala kepada LMAN schagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Pasal 70, dan Pasal 4 dilaksanakan terhitung mulai

tanggal 1| Januari 2021.
-’,f
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Pasal 110
Pengesahan belanja modal atas realisasi pembayaran Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah Provek Strategis Nasional Semester
[ dan Semester Il Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan

secara bersamaan.

Pasal 111

(1) Pencatatan kewajiban dalam laporan keuangan oleh
Menteri/Kepala berdasarkan selisih nilai atas realisasi
pembayaran Pengadaan Tanah dalam rangka Proyek
Strategis Nasional oleh LMAN dan nilai permohonan
pembayaran dana Badan Usaha oleh Menteri/Kepala
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2}
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

(2] Pencatatan kewajiban Tahun Anggaran 2020
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan
Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga
Manajemen Asel Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 200/PMK.06 /2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.0G6/2017
tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi
Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Asct Hasil
Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1704).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 teniang
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Provek Strategis Nasional

>
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dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah cleh Lembaga
Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209 /PMEK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.06/2017 tentang Tata Cara
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional
dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1704), dicabut dan dinvatakan tidak
bertaku.

Pasal 113
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangpal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannysa
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ted.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1110

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. = _
Plt. Kepala Bagian ﬁdmit_lj.strasi Kementerian
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  139/PME.06/2020

TENTANG

TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PROYEK STRATEGIS NASIONAL OLEH LEMBAGA
MANAJEMEN ASET NEGARA

A. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KPA

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB MUTLAK
TANAH BAGI PROYEK STEATEGIS NASIONAL OLEH
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e s e e m e Lo
NIP e R SRR e (]
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatalkan seaungguhn}ra bahwa:
1. Perhitungan .....[(3)..... sebesar .....[4]..... (dengan huru/f] telah dihitung

dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan
..... (3)..... tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas

kesalahan tersebut sesual  ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

3. Bukti-bukti pembebanan anggaran belanja modal tanah terhadap
pengpunaan dana jangka panjang untuk pembayaran Ganti Kerugian
olech LMAN disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

e .. {6}

!Cuasa FE.'I'IEE;'U na Anggaran

Meterai Cap Instansi
Ep6.000,00
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]
7]
(8]
(9]

Diisi dengan Nama penanda tangan SPTJM.

Diisi dengan NIP penanda tangan SPTJM.

Diisi dengan uraian akun Belanja Modal Tanah.

Diisi dengan nilai brute Belanja Modal Tanah sebesar sama dengan
nilai penerimaan pembiayaan dari penggunaan dana jangka panjang.
Diisi dengan uraian akun Belanja Modal Tanah.

Diisi dengan tanggal pencrbitan SPTJM,

Dvisi dengan tanda tangan pejabat.

Diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPTJM.

Diisi dengan NIP penanda tangan SFTJM.
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FORMAT DATA ATAU [NFORMAS] PERMOHONAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SECARA LANGSUNG OLEH
MENTERI/KEFALA
NO. SPP-GK Mama Jenis MNomor Nilaa
No PFK Pihak Obiek NIK Urut NIB/ {"DDEI::?I Jenis Bukti | Luas | Ganti gzgﬂ-lk
*| Pengadsaan vang Pengadaan Daftar NIS Kecamatar) Kepemilikan | (M2) | Kerugian Kerupian®)
Tanah Berhak Tanah Nominatif (Ep} &

(1) [2) 3 (4] (2] | (5] i7] (2] (] (10} (11} (12) |
l 1
2

<

TOTAL
*Khusus skema pembayaran langsung T T o By
Cap Instansi
Ttd (14]
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)

&

(4)

=)

1)

(7
1#)

()
(1)

(11]

(12)

(13)

(14]
(13}

Diigi nomeor uruat.

Diisi Nomor surat Permohonan Pembayaran/SPP PPK Pengadaan
Tanah.

Diisi dengan nama lengkap Pihak yvang Berhak penerima Gant
Kerugian.

Dvisi jenis obyek Pengadaan Tanah (tanah warga/BMN/BMD /wakaf/
tanah kas desa/kawasan hutan/bangunan/tanaman/tegakan/
lainnva.

Diisi nomor induk kependudukan Pihak yang Berhak,

[Diisi dengan nomor urut Pihak vang Berhak dalam Daftar Nominatif
vang ditetapkan Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dhisi nomor bidang obyek Pengadaan Tanah.

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan dan kecamatan lokasi Objek
Pengadaan Tanah vang terkena proyek Pengadaan Tanah.

Diisi jenis bukti kepemilikan obyvek Pengadaan Tanah,

Diisi dengan luas bidang tanah vang Terkena dan diberikan Ganti
Kerugian Penpadaan Tanah.

Diisi jumlah nominal nilai Ganti Kerugian yang diterima Pihak vang
Berhalk.

Diisi  sesual dengan bentuk Ganti Kerugian yang dilakukan
vang/tanah pengganti/bangunan pengganti/dll sesuai dengan
ketentuan Pengadaan Tanah.

Diisl dengan jabatan Pemimpin Kementerian fLembaga,

Diisi dengan tanda tangan pejabat.

Diisl dengan nama Pemimpin Kementerian / Lembaga.
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FORMAT SURAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWAEB MUTLAK PPK
PENGADAAN TANAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH ............ (1)

Yang bertanda ta.ug:m ci bawah ini:

MRIIB  Fkeiesssiieienha e e o e (2]

NIP i R (3]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Proyek
Strategis Nasional ............... (4) sesual Surat Keputusan
Menteri..........Nomor.........tangeal...........co0i. [B)

Menvatakan bahwa kami bertanggung jawab sepenuhnya atas:

1. Nilai pembayaran Ganti Kerugian scbesar Rp........,00 (6] dan Pihak
yvang Berhak telah sesual dengan validasi atau Berita Acara/Surat
Relkomendasi Penitipan Uang Ganti Kerugian vang diterbitkan oleh
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomaor.......... tanggal oo {7)

2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pembayaran dan/atau
kelebihan pembayvaran akibat adanya pembayaran vang dilakukan
tidak sesuai dengan validasi/rekomendasi yang diterbitkan oleh Ketua
Pelaksanaan Pengadaan Tanah, kami bersedia untuk menyetor
kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

. (8)

Pe _IEIb-E.T. Pemhuat Komitmen
Meterai Cap Instansi
Rp6.000,00

ttel (9)
IIATYUEL oviisn s mw b e mmiiia n st an (104
IUIE v iy i e (11}
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Petunjuk Pengisian:

1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(&)

{7

(8]
(%)

Diisi nama Proyek Strategis Nasional, dilengkapi dengan
wilayah /kota/kabupaten apahila terdapat beberapa PPK dalam suatu
proyek.

Diisi nama lengkap PPK.

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK.

Diisi dengan nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan
penugasan.

Diisi dengan surat keputusan pengangkatan sebagai PPK, berikut
Nomor dan tanggal,

Diisi dengan jumlah nilai permohonan pembayaran Ganti Kerugian
yvang dimohonkan sesuai surat permohonan K/L kepada LMAN.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat validasi Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah atau Berita Acara/Surat Rekomendasi Penitipan
Uang Ganti Kerugian dalam hal dilakukan secara konsinyasi.

Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan surat pernyataan.

Diisi dengan tanda tangan pejabat.

(10} Diisi dengan nama lengkap PPK.

(11} Diisi dengan Nomor Induk Pegawail PPK.



D.
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FORMAT SURAT PENGESAHAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMBAYARAN

e

SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN DOKUMEN PENDUKURG
PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANTI LEGALISASI OQOLEH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN DOKUMEN PENDUKUNG
PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANTI LEGALISASI OLEH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama e T e iy (1}

NIP e e R i i f e ]

JEBEIAIT 30000 3 ierressncrrsessnreresssveessssrs {3} Pada Kantor
Fertzumha.n e |

Menvatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan ini sebagai bentuk legalisasi dokumen pendukung
pennuhnnan pembayaran pada Proyvek Strategis Nasional

(5} untuk... (6} obyek Pengadaan Tanah
}'.&ng dihual dalam rang_lca mr:m::nu:h: ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

{ 2. Terhadap Dokumen Pengadaan Tanah vang disampaikan kepada
Lembaga Manajemen Aset Negara melalui Instansi Yang
Memerlukan Tanah, telah sesuai dengan aslinya/telah sesuai
dengan dokumen yang diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan
Tanah /sesuai dengan dokumen asli yang ditunjukkan kepada
Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan rincian nama Pihak vang
Berhak sebagaimana terlampir.

3. Kami bertanggung jawab atas pernyataan kami di atas. Apabila
di Kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data, dilakukan
perbaikan fdilengkapi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya,
- (7]
Kepala h’.antur Pf-rl_anahan

Meterai Cap Instansi
Rp6.000,00

Tid...(8)
Nama < <
NIF. oo ene s (10)




- 102 -

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)

13}

{4
()

(&)

(7)

(8)

{2)
(10)

Diisi nama lengkap pejabat penandatangan surat pernyataan,
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP] pejabat penandatangan
surat pernyataan.

hisi dengan Jabatan dari pejabat penandatangan surat
pernyataarn.

Diisi denpan unit kerja pejabat penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan nama Proyek Strategis Nasional sesual dengan
PENUEASAN.

Diisi dengan jumlah obyek Pengadaan Tanah yang dimohonkan
pembayarannya ke LMAN.

Diisi dengan nama kota dan tangpal pembuatan surat
pernyataan,

Diisi dengan tanda tangan pejabat.

Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan surat

pernyvataan,



2. LAMPIRAN SURAT

PERNYATAAN PENGESAHAN
LEGALISASI OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN

-103 -

DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANTI

Ne | Nama Pihak Bukti Kepemilikan Surat ; ; BA
yvang Berhak Bed Validasi i Euitaa: Ganti Kerugian
1] {2} (3] [ {3) (2] (7] (8]

(9)

Kepala Kanior Pertanahan

Meterai Cap Instansi
Rp&.000,00
Ttd (10)
M s L {11)
NIP.. A12)




= 10 =

Petunjuk Pengisian

(1]
(2]
(3
(4]

(=)

]

{7}

{8}

(9

(10)
(11)
(12)

Diisi dengan nomor urut.

Diisi nama pihak yang menerima Gant Kerugian.

[iisi dengan tanda ceklist [v) jika KTP telah dinyatakan
keabsahannya sebagaimana dalam surat pernyataan.

Diisi dengan tanda ceklist (v) jika Bukti Kepemilikan telah
dinyatakan keabsahannya sebagaimana dalam surat pernyataan
Diist dengan tanda ceklist (v) jika Surat Validasi telah dinyatakan
keabsahannva sebagaimana dalam surat pernyataan,

[Diisi dengan tanda ccklist (v) jika Berita Acara Pelepasan Hak
|[BAPH) telah dinvatakan keabsahannya sebagaimana dalam surat
pernyataan.

[iisi dengan tanda ceklist (v) jika kuitansi telah dinyatalan
keabsahannya sebagaimana dalam surat pernyataan.

Diisi dengan tanda ceklist (v) jika Berita Acara Ganti Kerugian
telah dinyatakan keabsahannya sebapaimana dalam surat
pernyataan.

Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan surat
pernyataan.

Diisi dengan tanda tangan pejabat,

Diisi dengan nama pejabal penandatangan surat pernyvataan.
isi dengan Nomer Induk Pegawai pejabat penandatangan surat
pernyataan.



3. SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN DOKUMEN PENDUKUNG
PERMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANTI LEGALISAS]I OLEH PPK
PENGADAAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN DOKUMEN PENDUKUNG |
PEEMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANT] LEGALISASI OLEH
FEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama s i S e zere

NIP o R (2)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah
Provek  Strategis Nasional ......[3) sesuai Surat
Keputusan Menteri...... Nomor.....,

tanggal......[4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Permnyataan ini scbhagai bentuk legalisasi dokumen pendukung
permohonan pembayaran pada Proyvek Strategis Nasional......(5)
untuk...... (5) obyek Pengadaan Tanah yang dibuat dalam rangka
memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020
tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional,

2. Terhadap Dokumen Laporan hasil Penilaian yang disampaikan |
kepada Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana terlampir
telah sesuai dengan dokumen asli yang disampaikan KJPP
kepada PPK, dengan rincian nama Pihak vang Berhak
schagaimana terlampir.

3. Kami bertanggung jawab atas pernyataan kami di atas. Apabila di
Kemudian hari ditemulkan ketidaksesnaian data, dilakukan
perbaikan /dilengkapi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarrnya.

_______ PR
Pejaba Pembuat Komitmen
Meterai Cap Instansi
Rp6.000,00
Tid...... (9]
Y e s (10)
NIF. v isisvesseines (11]
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Petunjulk Pengisian:

(1]
(2)

3

(4

(2

(6]

(7

(8]

{9

(10}
(11

Diisi nama lengkap pejabat penandatangan surat pernyataan,
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat penandatangan
surat pernyataan.

Diisi dengan nama Proyvek Strategis Nasional sesual dengan
penugasan.

Diisi dengan nama K/L, nomor, dan tanggal Surat Keputusan
Pengangkatan.

Diis1i dengan nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan
penugasan.

Diisi dengan jumlah obyek Pengadaan Tanah yvang dimohonkan
pembayarannya ke LMAN,

Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan surat
pernyataan.

Diisi Nama Proyek Strategis Nasional.

Diisi dengan tanda tangan pejabat.

Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan surat
pernyataan.
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LAMFPIRAN PERNYATAAN PENGESAHAN DOKUMEN PENDUKUNG
FERMOHONAN PEMBAYARAN PENGGANTI LEGALISASI OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH

Nama Pihak Yang | Nomor Laporan Hasil
N Berhak Penilaian PRI
(1) {2) (3] 4]
1
.
3
dst
....... RR——
Pejabat Pembuat Komitmen Proyek..._..[(6)
Meterai Cap Instansi
Rpf.000,00
Thd i (7)
Nama ....... (B8]
IR sissnimipmumssmmmmmmmman o {9)
Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor urut.

(2} Diisi nama pihak yang menerima Ganti Kerugian,

{3) Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penilaian.

{4) Diisi dengan Nama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

{3} Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan surat
pernyataan.

{6} Dhisi Nama Proyek Strategis Nasional.

{7} Diisi dengan tanda tangan pejabat.

(8) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat pernyataan.

(9} Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan surat

pernyataar.
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FORMAT SURAT PERNYATAAN KESESUATAN DOKUMEN
ELEKTRONIK/ARSIP DATA KOMPUTER

Surat Pernyvataan Kesesuaian Dokumen
[ [l s 1) R i &

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama N A N VRIS (2]
Jabatan e o i i3}
Nama Instansi R R o S Ot ] L
Alamat Instansi R 3 B R R (1]
Telepon/Fax. R ||
Kementerian fLambaga i wdiia b coiinive (7}

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua
dokumen dan informasi yang disampaikan bail dalam bentuk hardeopy
maupun sSoflcopy scbagaimana dalam lampiran Surat Permohonan
Pembayaran Kementerian/Lembaga kepada Lembaga Manajemen Aset
Negara, Nomor................... (8] tanggal......ccoriimeen s (9) adalah
sesual dengan dokumen asli dan benar merupakan yang diterbithan
dan/atau disampaikan oleh pihak terkait dalam seluruh tahapan
pelaksanaan Penpadaan Tanah Provek Strategis Nasional.

Apabila di kemudian han diketemukan dan/atau dibuktikan
adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan
dokumen yang diterbitkan dan/atau disampaikan oleh pihak terkait
dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis
Nasional, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara, maka kami
bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan kesesuaian dekumen ini kami buat
untuk digunakan scbagaimana mestinyva.

............... PR s 1 8
Meterai Cap Instansi
Ttd .. (11}
Nama Lengkap ....... 2
Jabata. e e {13}
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Pemunjuk Pengisian:

(1)
[2)

&
()
(=)
()
7)
(£

()
(14}

(11)
(12)
(13)

Dvisi nomor Surat Pernyataan Kesesuaian Dokumen.

Diisi dengan nama lengkap PPK Pengadaan Tanah Provek Strategis
Nasional.

Diisi dengan jabatan PPK Pengadaan Tanah Proyek Btrategis Nasional.
Diisi dengan nama instansi.

Diisi dengan alamat instansi.

[iisi dengan nomor telepon atau fax instansi.

Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.

Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pembayvaran dan
Kementerian /Lembaga kepada LMAN.

Dii=si dengan tanggal pada Surat Permohonan Pembayaran.

Diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan
Kesesuaian Dokumen.

Diisi dengan tanda tangan pejabat.

Diisi dengan nama PPK Pengadaan Tanah Provek Strategis Nasional.
Diisi dengan jabatan PPK Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional,
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F. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DANA BADAN USAHA

MNama Pihak Jenis Momor

i ngﬁﬁ;ﬂ vang Berhak | Objek Urut NIB/ 'Eg:ﬁ[ Jenis Bukti |  Luas f“iﬂ:“;i“n“
Tanah Pengadaan Elaftar. NIS K i) Kepemilikan (M2} (Rp)
Tanah Nominatif .
() ) 3] i) (5) (6) (7] (8) 9] (10)
1.
2.
3. | i
........................... {11)

Cap Instansi

Tid (12)



=Lk =

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2]

(3)

()

15l

(6]
(7)

(€]
(49)

(10}

Diisi nomor urat,

Diisi Nomor surat Permohonan Pembayaran/SPP PPK Pengadaan
Tanah.

Diisi dengan nama lengkap Pihak vang Berhak penerima Ganti
Kerugian.

Diisi jenis obyvek Penpgadaan Tanah (tanah warga/BMN/BMD /wakaf/
tanah kas desa/kawasan hutan/bangunan/tanaman/tegakan/
lainnya.

Diisi dengan nomor urut Pihak yang Berhak dalam Daftar Nominatif
yvang ditetapkan Pelaksana Pengadaan Tanah.

Diisi nomor bidang obyvek Pengadaan Tanah,

Diisi dengan nama Desa/Kelurahan dan kecamatan lokasi Objek
Pengadaan Tanah yang terkena provek Pengadaan Tanah.

Diisi jenis bukb kepemilikan obyek Pengadaan Tanah.

Diisi dengan luas bidang tanah vang Terkena dan diberikan Ganti
Kerugian Pengadaan Tanah.

Diisi jumlah nominal nilai Ganti Kerugian yang diterima Pihak yang
Berhak.

{11} Diisi dengan jabatan Pemimpin Kementerian /Lembaga.

{12) Dxisi dengan tanda tangan pejabat.

|13) Diisi dengan nama Pemimpin Kementerian/Lembaga.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK [INDONESIA,
tted.
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